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 Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (7) Maka apabila 

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain . (QS. Al Insyirah 94:5-7)
 *
  

                                                           
*
 Al-Hidayah Al-Qur’an Tafsir per Kata Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan: Penerbit Kalam 
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ABSTRAK 

 
Moh Anwar Nuris, Busriyanti, M.Ag 2020 : Implementasi Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Memajukan  Kabupaten Jember 

 
Dalam mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik dalam Pemerintahan maka 

di perlukan   suatu   landasan   yang   perlu   digunakan   untuk   mewujudkannya. 

Implementasi good  governance  sebagai  landasan  nilai  penyelenggaraan 

pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi 

membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Hal ini di tambah 

dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi pengakuan akan hak-hak asasi manusia 

yang melahirkan tuntutan terhadap manejemen yang bercirikan pemerintahan yang 

baik (good governance). 
Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep prinsip-prinsip good 

governance dalam Pemerintahan d i Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan 

prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? 3) Apa 

saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian adalah Pemerintahan Kabupaten Jember, Kantor DPRD dan Masyarakat. 

Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan 

pertimbangan  memenuhi  kategori  dalam  pengumpulan  data.  Pengumpulan  data 

dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan  dokumentasi, dan  survey. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari 

data sekunder dan data primer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi prinsip-prinsip good 

governance  yang  ada  di  Pemerintahan  Kabupaten  Jember  masih  kurang  karena 

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (2) proses Pelaksanaan 

Prinsip-prinsip  good  governance  dalam  memajukan  Kabupaten  Jember,  masih 

kurang karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam pelaksanaan dari dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai 

manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi 

Pemerintah, dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta 

kepada Masyarakat sehingga yang berakibat kepada Pemakzulan Bupati Jember oleh 

pihak DPRD Jember hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemerintahan yang 

ada di Kabupaten Jember sehingga berakibat terhadap kinerja Bupati Jember. (3). 

Faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip 

good governance dalam pemerintahan di Kabupaten Jember yaitu (a) Kepemimpinan 

yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih kurang maksimal karena banyak 

hambatan dan kendala terkait Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah 

dan  pihak  DPRD  Jember  belum  menemukan  kata  sepakat  dalam  pembahasan 

anggaran  pembangunan  pada  Tahun 2020 ini.   (b) kurangnya komunikasi antara 

kedua pemangku kekuasaan sehingga berimbas kepada proses pelaksanaan tersebut, 

(c) Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pemerintah kurang menguasai 

bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak kepada pembangunan 

yang ada di Kabupaten Jember sendiri. 

 
Kata Kunci:  Implementasi, Good Governance, Pemerinta han 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan orde baru, membawa 

perubahan baik dalam sandi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi 

dalam demokrasi makin keras disuarakan. Hal ini kemudian berdampak pada 

pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif) yang telah menghasilkan tiga produk 

perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di 

Indonesia.
1
Produk Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang 

lebih besar kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola 

Pemerintahan dan Pembangunan. Implikasi dari Undang-Undang ini terhadap 

pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan 

dalam perencanaan dan pembangunan Daerah. Melalui desentralisasi 

kebijakan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Sedangkan 

kewenangan Pemerintahan Pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya 

meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan Nasional dan 

pengendalian pembangunan Nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang 

baik, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Administrasi 

                                                           
1
 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 2 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

2 

Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dengan fokus pada pelaksanaan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ketiga, Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintahan Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana 

dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada 

DaerahKabupaten/Kota. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan 

digunakannya konsep Good Governance sebagai landasan nilai 

penyelenggaraan Pemerintah, yang berorientasi pada pengembalian harga diri 

rakyat demi membangun kembali citra Pemerintahan sebagai pelayan yang 

adil. Hal ini di tambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi dan 

pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap 

manjemen yang berkualitas, yang bercirikan Pemerintahan yang baik (good 

Governance). 

Demokrasi
2
 sebagai suatu sistem Pemerintahan yang berdasarkan 

kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan 

ketatanegaraan Republik Indonesia telah melembagakan diri dalam Lembaga 

Negara di Pusat sampai wujudnya yaitu: 

1. Rakyat yang menentukan bentuk dan isi Pemerintahan yang 

dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya; 

2. Pemerintahan harus memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan 

rakyat dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata; 

                                                           
2
 Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 8 
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3. Segala langkah kebijakan Pemerintah, haruslah berdasarkan atas hasil 

musyawarah; 

4. Dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan jiwa Pancasila; 

5. Kestabilan Pemerintah sebagai  suatu syarat dapat terlaksananya program-

program, haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan pendapat 

yang berkembang dalam masyarakat luas; 

6. Perbedaan pendapat itu wajar, asal dalam penyelesaiannya menurut aturan 

alam demokrasi dengan mentaati bersama sistem kelembagaan dan 

musyawarah serta terus berpijak pada kepentingan rakyat sebagai 

keseluruhan. 

Akan tetapi pemberian otonomi Daerah tidak berarti permasalahan 

bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi Daerah tersebut harus diikuti 

dengan serangkaian reformasi disektor publik.
3
 Dimensi sektor publik tersebut 

tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup 

perubahan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-

lembaga tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel 

sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar 

tercapai. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekarto
4
 antara lain: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja; 

                                                           
3
 Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 109 

4
 Daim A, Nurhayanto, Hukum Andministrasi, (Surabaya : Laskambang Justia, 2014), 8  
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2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

dan diterapkan; 

5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor yang dikemukakan Soekarto tersebut, tidaklah 

disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor 

tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. 

Menurut Ari Dwipayana
5
 secara normatif desentralisasi bisa 

mendorong good governance, karena ia hendak mendekatkan diri ke 

masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan 

lokal yang bakal mendorong transparasi, akuntabilitas, dan responsivitas 

pemerintah lokal. 

UNDP mengajukan 9 karakteristik good governance
6
 sebagai berikut: 

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban 

untuk mengambil bagian dalam proses bernegara; 

2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya 

penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu; 

                                                           
5
 Ari Dwipayana, “Membangun Good Governance Di Desa”, (Yogyakarta : IRE Press, 2003), 16 

6
 Sirajuddin, Sukriano Didik, Dan Winardi, “Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan 

Keterbukaan Informasi), (Jakarta : Press, 2012), 39 
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3. Transparasi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang 

menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, 

pengunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi; 

4. Daya tangkap, yaitu proses yang dilakukan disetiap Institusi harus 

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan; 

5. Berorientasi konsenses, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai 

kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan; 

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki 

maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas 

hidupnya; 

7. Efektifitas dan efesieensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan 

untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada; 

8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab 

kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun 

eksternal; 

9. Visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perfektif 

yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, 

dan kompleksitassosial yang mendasari perfektif mereka. 
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Yasin Syahrul Limpo
7
 menjelaskan bahwa. “Prinsip-prinsip good 

governance belum diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan di Daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Disebabkan 

lemahnya dukungan subtansi produk hukum, partisipasi sosial, transparasi, 

akuntabilitas dalam penyelenggaran pelayanan publik, kurangnya tanggung 

jawab penyelenggara Pemerintah Daerah, serta belum jelasnya mekanisme 

penerapan prinsip-prinsip tersebut”. 

Dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah seperti yang tertuang 

didalam  pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah (UU Pemda), penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja 

Pemerintahan (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai 

pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua 

peraturan tersebut mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah 

dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing stakeholders 

guna mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antar 

                                                           
7
 Limpo Yasin Syahrul, “Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa” Vol 15 No 2, (Makassar : Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddun), 131 
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pemangku kepentingan.
8
 Dalam pelaksanaannya, keterlibatan lembaga yang di 

amatkan oleh Undang-Undang sangatlah menentukan karena akan terciptanya 

suatu tatanan yang lebih baik. Maka perlu adanya kerjasama atau koordinasi 

membuat suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance.  

Namun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) ini sedikit menemui kendala dalam hal persetujuannya sehingga 

terjadi penundaan dalam penyusunan tersebut. Dengan melalui prinsip-prinsip 

good governance proses pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah 

diharapkan terciptanya suatu prinsip akuntabilitas, transparasi dan supremasi 

hukum dalam proses memajukan Kabupaten Jember. 

Sehingga penelitian ini, penulis mengangkat judul “Implementasi 

Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember” 

untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, good governance tidak hanya 

harus diterapkan di Permerintahan pusat saja tetapi disetiap sendi-sendi 

Pemerintahan mulai dari, Kabupaten dan jajaran Instansinya. Karena 

Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memajukan fungi 

pelayanan publik. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalah yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

                                                           
8
 Masjudin Ashari,Wahyunadi, Dan Hailuddin, “Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik” Vol. 6, 

No. 2, (Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram), 163 
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disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya.
9
 

1. Bagaimana konsep prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan 

di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam 

Pemerintahan di Kabupaten Jember? 

3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di 

Kabupaten Jember?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
10

 

1. Mendeskripsikan konsep prinsip-prinsip good governance dalam 

Pemerintahan di Kabupaten Jember; 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, dalam 

memajukan Pemerintahan di Kabupaten Jember; 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD 

dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam 

Pemerintahan di Kabupaten Jember. 

  

                                                           
9
 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember : IAIN Jember , 2019), 44 

10
Tim Penyusun,45. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
11

 

1. Manfaat Teoris 

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah keilmuan serta 

wawasan pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam suatu Pemerintahan; 

b. Hasil penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan penelitian 

serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan berfikir melalui penulis-penulis ilmiah tentunya dengan 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara  Institut 

Agama Islam Negeri Jember. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan penerapan 

prinsip-prinsip good governance dalam suatu Pemerintahan di 

Indonesia; 

  

                                                           
11

Tim Penyusun, 52. 
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b. Bagi IAIN Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan 

khususnya dibagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Islam, dan dapat dijadian referensi atau acuan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya; 

c. Bagi Pemerintah dab Masyarakat 

Pemerintah dan masyarakat hendaknya menyadari akan 

pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam suatu 

pemerintahan sehingga dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang 

baik sesuai dengan cita-cita masyarakatnnya. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
12

 

Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain: 

1. Implementasi 

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang 

telah dirancang dengan matang sebelumnya, contohnya: sebuah bangunan 

                                                           
12

Tim Penyusun, 45. 
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yang merupakan hasil implementasi dari desain yang sudah dibuat 

sebelumnya dengan perhitungan yang matang.
13

 

2. Good Governance 

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan menejemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara 

administrastif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 

danpolitican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. 

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang 

mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus 

yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi 

penyelenggaraan pemerintahandalam suatu negara.
14

 

3. Pemerintah  

Berdasarkan epistemologi, kata Pemerintahan berasal dari kata 

pemerintah. Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan 

publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipilbagi setiap orang 

melalui lembaga pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan 

(harapan) yang diperintah atau publik. 

  

                                                           
13

Http://Kbbi.Web.Id>Implementasi Diakses 20-08-2019 
14

 Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 87 
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4. Maslahat Al-Mursalah 

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu            yang 

merupakanbentuk masdar dari fi’il   ً  berarti      ،َ       ،ُ       و،          

manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar 

Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, faedah, guna. Dalam al-Qamu>s al-Muh}i>t dijelaskan bahwa 

ةَ   ً ًُ  اوَ    هَ  اوَ            ًُ ًُ       ا       د أوَ         ً ح     ا        ًُ  as-Salah ا     

(baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan). 

F. Sistematika pembahasan 

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, serta devinisi istilah dan bab 1 ini diakhiri 

sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran 

secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang 

erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Good Governance, 

prinsip-prinsip good governance. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan 

pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya. 

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode 

penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap 

penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju 

dalam penelitiannya. 
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Bab IV, pada bab ini menuat tentang pembahasan tentang penerapan 

pemerintahan yang baik dalam prinsip Good Governance. 

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari penulis 

dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suaatu 

gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian 

akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan 

penelian ini. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang dilakuka, kemudian membuat 

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum 

terpublikasikan. 

1. Skripsi ditulis oleh A. Muh IkhsanW R Jurusan Hukum Administrasi 

Negara (HAN) Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2017 yang berjudul 

“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan 

Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, 

Kabupaten Soppeng”.
15

 Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif 

dengan mengunakan pendekatan empiris, dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip 

transparasi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri 

Kabupaten Soppeng; 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian 

hukum, dan prinsip transparasi, dalam pemerintahan Desa Pesse 

Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip 

good governance dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-

donri Kabupaten Soppeng. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan 

                                                           
15
A.Muh Ikhsan W R, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten 

Badung”(Skripsi : Universitas Hasanuddin Makasar,2017), 34. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

15 

penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good 

governance yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu 

hanya fokus pada prinsip hukum dan transparasi Pemerintah Desa 

terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus 

pada Pemerintahan di Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-

prinsip good governance dalam memajukan suatu kota. 

2. Skripsi ditulis oleh Heriansyah Futra Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) 

Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016 yang berjudul 

“Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi 

Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember” 

16
dengan mengunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengunakan 

pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana 

Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember; 

b. Bagaimana kesiapan administrasi Desa dalam rangka pelaksanaan dana 

Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember; 

c. Bagaimana kesiapan Administrasi Desa di Jubung Keacamatan 

Sukorambi Kabupaten Jember dalam rangka pelaporan dana desa. 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Administrasi Desa. Persamaan 

penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas 

tentang prinsip-prinsip good governance yang ada di Pemerintahan. 

                                                           
16

Heriansyah Futra “Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi 

Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”. (skripsi : Universitas 

Muhammadiyah, Jember, 2016), 35. 
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Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, 

dalam penelitian terdahulu fokus pada Administrasi Desa. Sedangkan 

penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan di kota dengan 

melihat beberapa prinsip-prinsip good governance dalam memajukan 

suatu kota. 

3. Skripsi ditulis oleh Lestari Kuniati Jurusan Administrasi Negara (AN) 

Universitas Indonesia tahun 2014 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunnawa 

Pulo Gebang ” 
17

dengan mengunakan metode pendekatan positivis dengan 

mengunakan pengumpulan data kualitatif. Dengan rumusan masalah: 

Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI 

Jakarta? 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta. Persamaan penelitian terdahulu ini 

dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good 

governance yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu 

fokus pada pelayanan rumah susun sederhana sewa di Provinsi DKI 

Jakarta. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan 

                                                           
17

Lestari kurniati “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunnawa Pulo 

Gebang”. (skripsi : Universitas Indonesia, 2014), 39 
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di kota dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance dalam 

memajukan suatu Kabupaten. 

4. Skripsi ditulis oleh I Made Artana Jurusan Iilmu Administrasi (IA) 

Universitas Warmadewa Denpasar Tahun 2014 yang berjudul 

“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Govrnance Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi 

Bali Di Kabupaten Badung”
18

 dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif dengan mengunakan pendekatan empiris.dengan 

rumusan masalah: 

Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam 

meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas 

Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance dalam pelayanan terhadap masyarakat. Persamaan penelian 

terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-

prinsip good governance. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penulis adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada 

pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih 

fokus pada Pementahan Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-

prinsip good governance dalam memajukan suatu Pemerintahan. 

5. Skripsi ditulis oleh Diana Fajarwati Jurusan Administrasi Negara (AN) 

Universitas Indonesia tahun 2011 yang berjudul “Analisis Penerapan 

                                                           
18
I Made Artana “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung”. 

(Skripsi :: Universitas Warmadewa Denpasar, 2014), 40 
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Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan Internal 

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) 

Jakarta”
19

dengan mengunakan metode pendekatan kualitatif dengan 

mengunakan pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah: 

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 

di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta? 

Dalam skripsi Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal Perum 

Bulog. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-

sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance yang ada di 

Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada lingkungan internal 

Perum Bulog. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada 

Pemerintahan dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance 

dalam memajukan suatu Kabupaten. 

Tabel 2. 1 

Penelitian terdahulu 

 

No Nama Tahun Judul Skripsi Persamaan Perdedaan 

1. Muh Ikhsan W 

R 

2017 Penerapan 

Prinsip-prinsip 

good 

governance 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pemerintahan 

Desa (Studi 

Desa Pesse, 

sama-sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

yang ada di 

pemerintaha

n 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada prinsip 

kepastian 

hukum dan 

transparasi 

pemerintah 

                                                           
19

Diana Fajarwati “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan 

Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta”. (skripsi : Universitas 

Indonesia, 2011), 45 
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Kecamatan 

Donri-donri, 

Kabupaten 

Soppeng 

terhadap 

masyarakat. 

Sedangkan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

beberapa 

prinsip-

prinsip good 

governance. 

2. Heriansyah 

Futra 

2016 Implementasi 

Good 

Governance 

Dalam Bidang 

Administrasi 

Desa (Studi 

Kasus Dana 

Desa Di Desa 

Jubung 

Kecamatan 

Sukorambi 

Kabupaten 

Jember  

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada bidang 

administrasi 

Desa 

Sedangkan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

beberapa 

prinsip-

prinsip good 

governance 

3. Lestari Kuniati 2014 Analisis 

Pelaksanaan 

Prinsip-Prinsip 

Good 

Governance 

Dalam Pelayanan 

Rumah Susun 

Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Di 

Provinsi DKI 

Jakarta Studi 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada 

pelayanan 

terhadap 

rumah susun 

sederhana 

sewa.. 

Sedangkan 
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Rusunnawa Pulo 

Gebang 

governance penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

seluruh 

prinsip-

prinsip good 

governance 

4. I Made Artana 2014 Implementasi 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance 

Dalam 

Meningkatkan 

Kepuasan 

Pelayanan 

Publik Pada 

Kantor Upt 

Dinas 

Pendapatan 

Provinsi Bali Di 

Kabupaten 

Badung 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada 

pelayanan 

terhadap 

masyarakat. 

Sedangkan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

seluruh 

prinsip-

prinsip good 

governance 

5. Diana Fajarwati 2011 Analisis 

Penerapan 

Prinsip-Prinsip 

Good Corporate 

Governance 

Dilingkungan 

Internal 

Perusahaan 

Umum Badan 

Urusan Logistik 

(Perum Bulog) 

Jakarta 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada 

penerapan 

prinsip-

prinsip Good 

Corporate 

Governanceya

ng ada di 

internal perum 

bulog.Sedang
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kan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

seluruh 

prinsip-

prinsip good 

governance 

 

B. Kajian Teori 

1. Implementasi  

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi 

adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
20

 Adapun schubert 

mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. 

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting 

dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai 

sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses 

                                                           
20

 Nurdin Usman, konteks implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung : CV Sinar Baru),.70 
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implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau 

pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.
21

 

a. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah 

dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung 

jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana 

terhadap program; 

d. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang 

mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. 

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi 

yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada 

empat, yakni: 

a) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk 

menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang 

dibuat leh pihak wewenang; 

                                                           
21
Haedar Akib,”jurnal administrasi publik” Vol 1 no 1, (Makasar : guru besar  ilmu administrasi 

Universitas Negeri Makassar),.8 
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b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan 

menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan 

dianggap logis; 

c) Keyakinan bahwa kbijakan dibuat secara sah; dan 

d) Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap 

kontroversial. Namun seiring dengan berkembangnya waktu maka 

kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan. 

2. Good Governence 

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur 

administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson 

memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. 

Tetapi, selama itu governance hanya digunakan dalam konteks 

pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh 

para teoritisi dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi 

good governence telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik 

dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara 

sempit pemerintahan yang bersih.
22

 

Dalam pengertiannya istilah governance tidak sama dengan 

government. Ganie Rochman
23

 mengemukakan bahwa konsep government 

merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan 

tertinggi (Negara dan Pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak 

                                                           
22

Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi, (Surabaya : Laskambang Justitia, 2014), 43 
23

 Joko Widodo, good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada 

Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 18 
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sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga 

sangat luas.  

Perbedaan paling pokok antara konsep government dann  

governance terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, 

ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. 

Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih 

dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. 

Sedangkan dalam governance mengandung makna penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik (good governance), meliputi partisipasi, 

penegakan hukum, transparansi, orientasi consesnsus, keadilan, efektifitas 

dan efesiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.
24

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)
25

 

mendefinisikan governance sebagai berikut : governance adalah 

kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif 

untuk mengelola sebagian urusan Negara pada setiap tingkatannya dan 

merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya 

kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.  

Lebih lanjut Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)
26

 

menegaskan, governance adalah suatu instansi, mekanisme, proses, dan 

hubungan yang complex melalui warga Negara (citizens) dan kelompok-

                                                           
24

Rosyada, Dede dkk, HAM dan Masyarakat madani, Edisi revisi, (Jakarta : Tim ICCE UIN Sysrif 

Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), 183 
25

 Sedarmayanti, Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua, (Bandung : CV. 

Mandar Maju, 2004), 3 
26

 Joko Widodo, good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada 

Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 19 
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kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan 

kewajibannya dan menengahi atau memfasilitas perbedaan-perbedaan 

diantara mereka.  

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan baik. 

Lembaga Administrasi Negara
27

 mengartikan good governance adalah 

proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan 

penyediaan publik good and service. Lebih lanjut LAN menegaskan 

dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah 

pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya 

mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Good dalam good 

governance, menurut LAN
28

 mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-

nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai 

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian 

tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efesien dan efektif 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Wujud good governance menurut LAN
29

 adalah penyelenggaraan 

pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan 

efektif dengan menjaga interkasi yang konstruktif diantara domain-domain 

Negara sekor swasta dan masyarakat.  

Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan 

fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan 

                                                           
27

 Widodo,. 23 
28

Widodo,. 23 
29

Widodo,. 24 
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member peluang ketimbang mengontrol dan melaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.
30

 

World Bank memberi batasan good governance sebagai pelayanan 

publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta 

pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya. 

Sedarmayanti
31

 mengelompokkan governance stakeholder kedalam 

tiga kelompok :  

a. Negara/Pemerintahan, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah 

kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor 

swasta dan kelembagaan masyarakat madani. 

b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang 

aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengelolaan, 

perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiataan sektor 

informal. 

c. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan 

pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah 

dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan 

ekonomi.  

Menurut Jimly Assidiq
32

 dalam sistem Negara modern yang 

berlandaskan pada supremasi hukum dan konstitusi, Negara, pasar, dan 

                                                           
30

Joko Widodo, good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada 

Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Insan Cendekia, 2001), 24 
31

Sedarmayanti, Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua, (Bandung : CV. 

Mandar Maju, 2004), 38 
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masyarakat Madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan berada 

dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan 

tetapi, pembedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga 

ketiganya tidak saling mengintervensi kedalam urusan masing-masing. 

Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-

hukumnya sendiri. Ketiganya, diidealkan harus berjalan seiring dan 

sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama 

lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.
33

 

Selanjutnya dijelaskan jika kekuasaan Negara jauh lebih besar 

melampaui masyarakat dan pasar, maka demokrasi tidak akan tumbuh 

karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan Negara. Maka, 

dianggap paling ideal adalah apabila ketiga hal tersebut tumbuh dengan 

seimbang, sama-sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam 

hubungan yang fungsional dan sinergis. Karena, apabila salah satunya 

lebih domain dibanding yang lain maka yang lain akan menjadi lemah, 

sehingga dapat menimbulkan ketidak teraturan dalam kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat.  

Menurut Mifta Toha
34

 selain dari komponen pemerintah, swasta, 

atau rakyat, ada satu komponen yang sangat mempengaruhi untuk 

melahirkan suatu tata pemerintahan yang baik yaitu moral. Moral 

menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen tersebut yang 

                                                                                                                                                               
32

Jimly Asshiddiqe, Format Kelembagaan Negara dan pengesahan kekuasaan dalam UUD 1945, 

(Yogyakarta : FH. UII Press, 2005), 92 
33

Asshiddiqe, 43. 
34

Mifta Thoha, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 72 
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saling berinteraksi menciptakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi 

seseorang yang beragama. Ajaran agama pada pribadi-pribadi yang berada 

pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya 

pada ketiga komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan 

berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. 

Ari Dwipayana
35

 mengemukakan kalau mainstream wacana good 

governance selama ini menekankan tiga poros (negara, masyarakat sipil, 

dan pasar). Maka, pemetaan governance di kota terdiri dari empat elemen 

yaitu : Pemerintahan Kota, Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Organisasi Masyarakat, Institusi lokal dan warga masyarakat. 

3. Prinsip-prinsip Good Governance 

Semangat reformasi politik di Indonesia telah memunculkan 

terminologi baru yang disebut good governance. Popularitas terminologi 

ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Secara sederhana governance sebagai tata pemerintahan, 

sedangkan good  artinya baik. Penambahan kata sifat good dalam 

governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau 

positif. 

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan 

pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada 

seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya 

                                                           
35

Ari Dwipayana AAGN, Membangun Good Governance, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 

22 
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pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem 

pemerintahan.
36

 

Menurut Sedarmayati
37

good governance adalah suatu bentuk 

manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. 

Dengan good governance demikian ia berpendapat bahwa pemerintah 

berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam 

suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya 

pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan 

paguyuban. 

Menurut Zulkarnain, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat 

Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada 

kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu 

pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya 

krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan 

berbagai sendi kehidupan nasional. 

Di sisi lain istilah good governance menurut Dwi Payana
38

 

merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung 

makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang di pandang baik dalam suatu 

                                                           
36

Sinambela, Lijan P. Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 47 
37

Sedarmayanti, Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah 

Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan, 

(Bandung : Mandar Maju, 2003), 76 
38

Ari Dwipayana AAGN, Membangun Good Governance, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 

45 
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masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat 

penilaian yang sama. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa 

good governance adalah merupakan sistem tata kelola yang baik 

sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. 

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi 

semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih 

menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh 

pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara. 

United Nation Development Program (UNDP) sendiri 

mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan 

konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik 

good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. 

adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: pertisipasi, supremasi hukum, 

transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif 

dan efisiensi, bertanggung jawab dan visi yang strategis. 

Lebih lanjut, United Nation Development Program (UNDP) 

merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai 

pelaku dalam good governance yaitu: 

a. Negara atau pemerintah 

b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan 
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c. Masyarakat sipil (civil society). 

Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi 

terbentuknya good governance. Secara umum pemerintah berperan untuk 

menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangakan 

sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga 

dapat memberikan lapangan pekerjaan dna pendapatan. Sementara 

masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial 

politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi 

prinsip tata kepemerintahan yang baik menurut Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasioanal (BPPN)
39

, yaitu: 

a. Wawasan ke Depan (Visionary) 

b. Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparency) 

c. Partisipasi Masyarakat (Participation) 

d. Tanggung Gugat (Accountability) 

e. Supremasi Hukum (Rule of Law) 

f. Demokrasi (Democracy) 

g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency) 

h. Daya Tanggap (Responsiveness) 

i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiviveness) 

j. Desentralisasi (Decentralization) 

                                                           
39

Kementerian Negara Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan 

Nasional (Bappenas). Peran Tata Kepemerintahan yang baik, Jakarta : Sekretariat Tim 

Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007,12 
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k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private 

Sector and Civil Society Partnership) 

l. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to 

Environmental Protection) 

m. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) 

Dalam pandangan konsep pengelolaan kepemerintahan yang baik 

(good governance), Tjokromiadjojo
40

 memberikan beberapa prinsip-

prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan good governance, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas,yaitu kewajiban untuk memberikanpertanggungjawaban 

atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik 

yang memiliki hak pertanggungjawaban. 

b. Transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan 

mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan hukum. 

c. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan 

kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan. 

d. Berdasarkan hukum (supremasi hukum), keputusan, kebijakan 

pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan 

publik dilakukan berdasarkan hukum. 

e. Jaminan, fairness, a level playing field(perlakuan yang adil/perlakuan 

kesetaraan). 

                                                           
40

Sinambela, Lijan P. Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 48 
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Konsep good governance akan dapat diimplementasikan sesuai 

dengan prinsip-prinsip diatas nila pemerintah telah mempunyai 

mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini, 

Sinambela
41

mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus 

dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan good 

governance. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Adanya legitimasi dari dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap 

institusi publik yang baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi 

maupun institusi lainnya yang di bentuk masyarakat secara swadaya. 

b. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi 

atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat 

yang ada sehingga seluruh stake holders tersebut dapat berpartisipasi 

aktif dalam semua proses pembangunan. 

c. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk 

menjamin upaya penegakan keadilan tersebut. 

d. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi. 

e. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah dan bebas. 

f. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan 

publik. 

g. Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah dan civil society 

organization. 

                                                           
41

Lijan P.,51 
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h. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan 

atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, 

karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan 

masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks 

kepentingan global. 

4. Pemerintah Kota/ Kabupaten 

Pemerintahan atau Pemerintahan Kabupaten yang wilayahnya 

berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola 

Kawasan Perkotaan. Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah 

lembaga yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang berbatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat.
42

 

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, 

Pemerintahan Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak 

swasta. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum 

perkotaan untuk menciptakan sinergi Pemerintah daerah, masyarakat, dan 

pihak swasta.pengikutsertaan masyarakat tersebut merupakan upaya 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Yang 

dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan. Hal ini sesuai dengan prinsip 

good governance yang dimana akan terbentuk suatu pemerintahan yang 

                                                           
42

 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utara, 2001), 23 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

35 

baik dengan adanya prinsipakuntabilitas, trasparasi, dan supremasi 

hukum. 

5. Maslahat Al-Mursalah 

 Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu            yang 

merupakanbentuk masdar dari fi’il   ً  berarti      ،َ       ،ُ       و،          

manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar 

Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, faedah, guna. Dalam al-Qamu>s al-Muh}i>t dijelaskan bahwa 

ةَ   ً ًُ  اوَ    هَ  اوَ            ًُ ًُ       ا       د أوَ         ً ح     ا        ًُ  as-Salah ا     

(baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan). Kata 

aslahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan kepadanya) 

adalah kebalikan kata afsadahu (merusak ssuatu, mendatangkan kerusakan 

kepadanya). Adapun pengertian mursalah sama artinya dengan mutlaqah 

yaitu terlepas. Dengan kata lain bahwa kemutlakan maslahat mursalah 

karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Dengan 

demikian, pengertian maslahat al-mursalah yaitu penetapan hukum 

berdasarkan maslahat (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang 

tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum maupun 

secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahat tersebut adalah 

mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan 

bagi manusia.
43
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 Muhammadong, Good Governance Dalam Perfektif Hokum Islam (Edukasi Mitra Grafika, 
2017), 47 
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Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang 

kasusnya tidak diatur dalam Alquran dan al-Hadis. Hanya saja metode ini 

lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Keberadaan 

maslahat mursalah merupakan lawazim (indikator) dari akidah Islam. 

Syariat Islam adalah syariat yang terakhir dan kekal yang dapat memenuhi 

kebutuhan manunsia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar 

hukum, dan kaidah-kaidah yang cocok untuk setiap waktu dan tempat 

dalam berbaai kondisi yang diperlukan. Untuk menghadapi kehidupan 

yang terus berkembang dan selalu berhadapan dengan kondisi yang 

berbeda-beda, maka diperlukan metode maslahat mursalah untuk 

menetapkan hukum syariat. 

Adapun tujuan ditetapkan teori maslahat mursalah sebagai metode 

dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perintah syariat, 

adalah; 

a. Mendatangkan keuntungan (jalb al-masa>lih), yaitu perkara-perkara 

yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di 

atas pondasi yang kokoh. 

b. Menolak kerugian (dar al-mafa>sid), yaitu perkara-perkara yang 

merugikan manusia secara individu maupun kelompok, baik berupa 

materi maupun moral. Parameter kerugiannya adalah kaidah-kaidah 

syariat dan tujuan-tujuannya yang diambi dari nash-nash yang telah 

tetap. 
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c. Menutup jalan (sadd al-dzari’), yaitu menutup jalan yang dapat 

menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat 

membawa larangan syariat walaupun tanpa disengaja. 

d. Perubahan zaman (taghayyur al-zama>n), yaitu kondisi manusia, 

akhlak, dan tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya. 

Keempat faktor inilah yang menjadi pendorong untuk menempuh 

metode maslahat mursalah atau istislah yang bertujuan untuk 

memperbaharui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, supaya 

terwujud hasil terbaik di masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti 

dari awal hingga akhir.
44

 Motode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.
45

 Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metoode yang digunakan dalam 

aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk 

menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.
46

 Sehingga penelitian ini menggunakan 

pendekatan normatif empiris. 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan 

objekpenelitian.Penelitian ini bersifat normatif empiris yang selalu 

menitikberatkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitian 

dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (field 

research). 
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Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah IAIN jember (Jember : IAIN Jember, 2019), 46 
45

Deni darmawan, metode penelitian kualitatif (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127 
46

Beni ahmad soebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), 11 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

39 

B. Lokasi  Penelitian 

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di wilayah Kabupaten Jember, yang dimana apakah sudah tertanam 

prinsip-prinsip goodgovernance di tatanan Pemerintahan, Kantor DPRD 

Jember dan Masyarakat. 

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau penentuan informal 

ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan 

tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang 

permasalahan yang akan diteliti.  

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. PEMDA (Bupati, dan Badan Tata Kelola Pemerintahan) 

2. DPRD 

3. Masyarakat dipilih secara random dan melalui survey 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan 

data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing 

proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan 

informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Studi Dokumentasi 

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. 

2. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan 

dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan 

wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah 

(directive interview) Responden. Adapun wawancara yang akan dilakukan 

peneliti, yaitu: 

a. mengenai konsepprinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan 

di Kabupaten Jember; 

b. mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam 

pemerintahan di Kabupaten Jember; 

c. mengenai faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di 

Kabupaten Jember 

3. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian 

untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan prinsip-

prinsip good governance. 

Adapun obyek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti meliputi: 

a. Konsep prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di 

Kabupaten Jember; 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

41 

b. pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di 

Kabupaten Jember; 

c. faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di 

Kabupaten Jember. 

4. Metode survey yaitu penelitian yang sumber data dan informasi 

utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan 

menggunakan kuesioner atau angket sebagai intrumen pengumpulan 

data. 

E. Analisis Data  

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan mengunakan 

analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan 

subtansinya dari beberapa literatul dan peraturan perundang-undangan serta 

data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan 

pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang 

penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Jember. 

F. Keabsahan Data 

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil 

penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan 

mengkroscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, 

dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat 
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dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakn teknik 

triangulasi.
47

 

G. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari 

permasalahan dan mencari refrensi yang terkait. Peneliti mengambil 

permasalahan good governance dengan mengangkat judul “Implementasi 

Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember” 

2. Tahap Pelaksanaan 

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung 

mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan good governance 

dalam pemerintahan. 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah 

dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat 

laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan 

kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan 

dan kekurangan.  

                                                           
47

Lexy J Molcong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), 178 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBER  

4.1 

Peta Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sejarah Kabupaten Jember 

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 

tanggal 9 Agustus 1928, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Setelah Indonesia 

merdeka, Jember ditetapkan sebagai Kabupaten pada 14 Agustus 1950 

oleh oleh Pemerintahan Pusat. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember 

Nomor: 4 tahun 1970 Juncto surat Keputusan Menteri dalam Negeri 

Nomor: Perda 10/24/10-294 Tanggal 3 November 1970, daun perisai 

mempunyai lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran. Warna 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

44 

merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan 

bagi aparat pemerintah kabupaten. Warna kuning menunjukkan keluhuran, 

kebijakan dan kemahirandalam melaksanakan tugas kewajiban. Sedangkan 

bintang warnah putih bersih melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. 

Bersudut lima berarti pancasila yang merupakan dasar dan falsafah bangsa 

Indonesia. Ini merupakan cermin darii warga masyarakat Kabupaten 

Jember yang agamis. 

Padi dan kapas melambangkan sandang dan pangan. Dengan kata 

lain, sebagai gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah 

kabupaten Jember. Gambar padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 

buah melambangkan saat-saat bersejarah bagi bangsa Indonesia 

melepaskan diri dari penjajah, yakni 17 Agustus 1945 saat Negara 

Republik Indonesia diproklamasikan. 

Segi lima berwarna putih merlambangkan Pancasila yang 

merupakan dasar dan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia. Khususnya 

sila Ketuhanan yang Maha Esa yang senantiasa menjiwainya. Daun 

tembakau melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai 

gudang pangan, juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau 

yang cukup terkenal dan menghasilkan devisi cukup besar bagi Negara. Di 

samping perkebunan lainnya. 

Bangunan Gedung Pemkab mengambarkan bahwa pusat 

Pemerintahan di Kabupaten Jember dikendalikan dari Gedung ini. Sesanti 
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“CARYA DHARMA PRAJA MUKTI” mempunyai arti berkarya dan 

mengabdi untuk kepentingan Bangsa dan Negara. 

2. Visi dan Misi Kabupaten Jember 

a. Visi  

Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, 

Berkeadilan, Dan Mandiri. 

b. Misi  

1) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 

2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang 

berkeadilan; 

3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri 

dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan 

industrialisasi secara berkelanjutan. 

3. Potret Kabupaten Jember 

Letak geografis Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan 

hiyang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai 

Samudra Hindia. Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran 

yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah Provinsi Jawa 

Timur. 

Sedangkan secara administratif, wilayah Kabupaten Jember 

berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di 

sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten 

Banyuwangi di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh 
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Samudera Indonesia. Posisi ini menjadikan Jember memiliki potensi yang 

sangat besar pada sumber daya alam.
48

 

4. Geografis dan Topografis 

Pemerintahan Kabupaten Jember adalah salah satu dari kabupaten 

yang terletak di Wilayah Jawa Timur, Wilayah Provinsi Jawa Timur 

tepatnya berada pada posisi 7°59’6” sampai 8°33’56” lintang selatan dan 

113°16’28” sampai 114°03’42” Bujur Timur. Secara 

administratif,Kabupaten Jember berbetasan dengan Kabupaten 

Bondowoso dan Kabupaten Probolingo di sebelah utara, Kabupaten 

Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan 

di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Kabupaten Jember 

memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km2, dengan panjang pantai 

lebih kurang 170 km.Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang 

termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklufis) kurang lebih 8.338,5 km2. 

Secara garis besar daratanya dibedakan sebagai berikut: 

a. Bagian Selatan Wilayah Kabupaten Jember adalah daratan rendah 

dengan titik terluarnya adalah pulau nusa barong, terdapat pula sekitar 

82 pulau-pulau keil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada 

kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan 

dengan Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi. 

                                                           

48
Profil dan potensi kabupaten Jember (Pemerintahn Kabupaten jember bagian humas dan 

protokol 2016), 9 
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b. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolingo, dimana 

merupakan bagian dariPengunungan Hyang, dengan puncaknya 

Gunung Argopuro (3.088 meter). 

c. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian daratan tinggi ijen. 

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.300 meter diatas 

permukaan laut (dpI), dengan ketinggian Daerah Perkotaan Jember kurang 

lebih 87 meter diatas permukaan laut (dpI). Sebagian besar wilayah berada 

di ketinggian antara 100 hingga 500 meter diata permukaan laut (37,75%). 

Selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada 

ketinggian 25 sampai dengan 100 meter, 15,80% berda pada ketinggian 

500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada 

ketinggian lebih dari 1.000 meter. Wilayah barat daya memiliki daratan 

dengan ketinggian 0-25 meter dpI. Sedangkan daerah timur laut yng 

berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan 

Wilayah Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpI. 

Dengan demikian dapat di ketahuin bahwa Wilayah Kabupaten 

Jember memiliki ketinggian yang bervariasi. Namun dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember berada pada area 

daratan rendah. Dilihat dari kondisi topografi yang di tunjukkan dengan 

kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember 

(36,60%) berada pada wilayah darat dengan kemiringan lahan 0-2%, 

sehingga daerah ini baik ntuk kawasan permukiman perkotaan dan 

kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang 
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bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam diatas 

40% menepati wilayah 31,28%, daerah tersebut dihutankan,sehingga dapat 

berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem. 

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang,dengan 

kemiringan antara 2- 15° menepati wilayah 20,46% yang digunakan untuk 

usaha pertanian dengan tanpa memperhaikan usaha pengawetan tanah dan 

air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15-40° menepati 

wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi. Maka, diperlukan 

usaha pengawetan tanah dan air. Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi 

ini perlu di pertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang di tetapkan, 

baik dipandang dari segi pontensi,kendala lingkungan,maupun dari segi 

dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahanya. Di samping itu, 

topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah 

penempatan aktivitas yang akan di kembangkan pada suatu daerah. 

Morfologi Wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan 

perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8°-15° dimanfaatkan 

sebagai kawasan pemukiman. Daerah dengan kemiringan di ats 30° 

merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur 

cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan 

daerah landai dan dekat dengan laut yang berpontensi untuk 

pengembangan kegiatan perikanan,pertanian, dan perkebunan. 
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5. Demografi 

Jumlah penduduk berdasarkan perhitungan dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil Kabupaten Jember semester 2 tahun 2016 tercatat 

2.609.206 jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka 

kepadatan penduduk 2015 lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir 

yaitu 727 jiwa/Km² (tahun 2014) dan 723 jiwa/Km² (tahun 2013). 

Pertumbuhan Penduduk Jember pada tahun 2015 sebesar 0,52 

persen. Tingkat pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dua 

tahun sebelumnya dimana tahun 2014 mencapai 0,55 persen dan 0,59 

persen pada tahun 2013. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi 

pada wilayah kota kabupaten, seperti kecamatan Kaliwates, Sumbersari, 

dan Patrang dengan tingkat kepadatan tahun 2015 masing-masing 4.628 

jiwa/Km², 3.517 jiwa/Km², dan 2.635 jiwa/Km². Padahal ketiga wilayah 

tersebut memiliki persentase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas 

Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76 

persen, 1,12 persen dan 1,12 persen. 

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di 

Kecamatan Tempurejo dengan kepadatan 139 jiwa/Km² dan Kecamatan 

Silo dengan kepadatan 346 jiwa/Km² dengan proporsi luas wilayah 

masing-masing 15,95 persen dan 9,41 persen. 

Secara umum, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada 

penduduk laki-laki. Akan tetapi, perbandingan selama tiga tahun terakhir 

tidak ada peningkatan yang cukup berarti. Dengan rasio jenis kelamin 
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sebesar 96,61 pada tahun 2015 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 

96 penduduk laki-laki. 

Berdasarkan Piramida Penduduk Jember tahun 2010 menunjukkan 

Penduduk Jember didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal yang 

menarik dari Piramida Penduduk Jember Tahun 2015 adalah adanya 

perubahan arah perkembangan penduduk pada usia 65 tahun ke atas 

dengan usia 60-64 tahun. Penduduk usia 65 tahun ke atas (penduduk tua), 

jumlahnya lebih banyak dibanding kelompok penduduk dengan usia yang 

lebih muda. Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat 

pertumbuhan yang rendah dibanding sebelumnya, maka seharusnya 

jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan 

penduduk usia 60-64 tahun. 

6. Sinergi Program Pusat Dan Daerah 

Pembangunan harus bersinergi antara program pemerintah pusat 

dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Jember dalam menyusun berbagai 

program pembangunan disinergikan dengan program pemerintah pusat 

dalam berbagai sektor. Termasuk merancang program pemerintah yang 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

Untuk itu, semua aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan 

Jember yang bersifat fisik atau non fisik, selalu menjadi perhatian. Agar 

aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan berjalan dengan efektif, 

program pemerintah tidak hanya mengunakan mekanisme top down, 

namun juga bottom up. Pemerintah juga aktif menampung aspirasi 
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masyarakat melalui media sosial seperti facebook fanpage, twitter, 

instagram dan youtube. 

Dari kebutuhan informasi tadi, Pemerintah Kabupaten Jember 

mengerucutkan menjadi program program prioritas. Hasilnya, baru dua 

tahun menjabat, Bupati Jember dr. Hj Faida, MMR dan Wakil Bupati 

Jember Drs. KH. Muqit Arif telah mampu merealisasikan 16 janji kerja 

dari ’22 janji kerja’ yang di programkan. 

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  

1. Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Di 

Kabupaten Jember 

Sebelum menanyakan tentang tentang pelaksanaan implementasi 

prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan di Kabupaten 

Jember. Peneliti harus mengetahui bagaimana pemahaman tentang prinsip-

prinsip good governance dalam suatu pemerintahan yang ada di 

Kabupaten Jember. Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang konsep Good 

governance yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah 

menjelaskan bahwa: 

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah dalam mengelola Pemerintahan sesuai dengan 

kaidah-kaidah good governance. Karena pemerintah ini di bentuk 

karena kesepakatan orang banyak yang dimana melalui pemilihan. 

Artinya bahwa Pemerintah ini ada untuk mengatur dimana mereka 

harus mempunyai otoritas atau kewenangan namun 

kewenangannya harus di batasi oleh aturan yaitu rull of the game. 

Ketaatan dalam mengelola Tata Pemerintahan yang baik, yang baik 

itu apa? Yang baik itu sesuai dengan kaidah-kaidah good 

governance dan peraturan kementerian dalam negeri yang dimana 
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didalamnya terdapat, partisipasi, Aturan Hukum, Transparasi, 

Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi strategis.”
49

 

 

Setelah mendapat penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag 

Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara kepada bawahannya yaitu kepada Ibu Dian selaku 

staf di bagian tata Pemerintahan: 

“Setahu saya, kami disini berkerja sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang di berlakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. 

Kami mengikuti semua intruksi sesuai dengan peratuan perundang-

undangan yang ada.”
50

 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip good 

governance. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang-

Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan 

yang baik. Namun dalam media massa banyak pemberitaan terkait 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember 

yang mengakibatkan adanya surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri 

terkait rekomendasi tentang hasil pemeriksaan khusus terkait sejumlah 

keputusan Bupati Jember, yang dinilai melanggar peraturan perundang-

undangan.
51

 

  

                                                           
49

 Bapak Rahmad, konsep  prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember,  09 

April 2020. 
50

 Ibu Dian, konsep  prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember,  09 April 

2020. 
51

 Gempurnews, 23 November 2019 
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2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan 

Di Kabupaten Jember 

Dalam memperkuat data  penelitian ini, maka peneliti melakukan 

survey terkait pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Jember apakah 

sudah baik dalam penerapan good governance.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari 

banyaknya responden tersebut 5% mengatakan bahwa Pemerintah dalam 

penerapannya sudah sangat baik, 50,4% mengatakan bahwa Pemerintah 

dalam penerapannya sudah baik, dan 41,2% mengatakan bahwa 

Pemerintah dalam penerapannya kurang baik. 

a. Prinsip Partisipasi  

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti 

mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna 

untuk memajukan kota di Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan 

baik. Salah satu bukti baiknya partisipasi masyarakat yaitu dengan 
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antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi 

berkaitan dengan akan disahkannya suatu peraturan untuk 

pembangunan di Kabupaten Jember terkait dengan kota ramah difabel.  

Menurut Ibu Sutipah selaku ketua dari Koalisi Perempuan 

Indonesia Cabang Jember (KPI) menjelasaskan sebagai berikut: 

“Ketika ada suatu pembangunan yang dilakukan oleh bupati 

jember selalu melibatkan organisasi masyarakat sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat terkait pembangunan, namun disini 

pihak pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat 

untuk ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat di Kabupaten Jember. Disini pemerintah 

menyediakan diskom info untuk memudahkan masyarakat 

untuk mengakses kegiatan pembangunan yang ada di 

Kabupaten Jember, meskipun disana masyarakat masih banyak 

yang kurang tau terkait informasi yang diberikan oleh pihak 

pemerintah.”
52

 

 

Menurut bapak Supardi selaku kades di desa Jenggawah beliau 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“setiap pemerintah pusat (Bupati) ingin melakukan suatu 

pembangunan beliau selalu melibatkan para kades untuk di ajak 

rapat sebagai bentuk partisipasi dari salah satu tokoh 

masyarakat di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Jember.”
53

 

 

Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada 

di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“setiap pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Jember 

selalu melibatkan masyarakat sekitar ketika dilakukan 

pembangunan di salah satu tempat di kabupaten jember maka 

yang berwenang untuk mengerjakan proyek pembangunan 

adalah masyarakat yang ada disana dengan berkerja sama 

dengan perusahaan yang telah di tunjuk oleh pemerintah.”
54
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 Ibu Sutipah, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020. 
53

 bapak Supardi, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020 
54

 bapak Slamet Arifin, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam prinsip partisipasi atas pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah dimana pembangunan tersebut mengikutsertakan 

masyarakat sekitar sehingga apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah 

tersebut sesuai dengan prinsip good governance. 

Dalam memperkuat data  penelitian ini, maka peneliti 

melakukan survey sebagai berikut:  

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 62,7% mengatakan (iya) bahwa 

Pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan tokoh 

masyarakat, dan 28,8% mengatakan bahwa Pemerintah dalam 

mengambil kebijakan tidak melibatkan tokoh masyarakat. 

b. Penegakan hukum 

Hasil penelitian langsung dilapangan yang dilakukan oleh 

peneliti menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh 
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pemerintahan di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance yaitu dalam penegakan hukumnya. 

Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan 

Setda Kabupaten Jember terkait tentang penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan 

bahwa: 

“Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah 

Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan yang ada. 

Hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya berbagai 

peraturan daerah pada tahun 2019 yang dimana Pemerintah 

mengajukan kepada DPRD Jember pada waktu rapat 

pembahasan RAPBD dan semuanya sesuai dengan pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 

tahun 2019, sehingga semua yang di ajukan oleh pihak 

pemerintahan daerah di terima dan di sahkan menjadi Perda 

tahun 2019.”
55

 

 

Dalam penjelasan yang di paparkan oleh bapak Rahmat selaku 

Pejabat Tata Pemerintahan dimana narasumber sudah menjelaskan 

bahwa dalam segi hukum sudah sesuai dengan dengan peraturan yang 

ada. Dalam hal ini jika di kaji dalam prinsip good governance maka 

apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember tersebut 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga disahkannya perda 

tahun 2019.  

Untuk menguatkan hasil wawancara di atas peneliti melakukan 

survey. 
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 Bapak Rahmad, Prosedur hukum, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 12 juli 2020, 09 April 

2020  
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Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 8,4% mengatakan (sangat baik), 

bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat 

sesuai dengan prosedur hukum, 66,4% mengatakan (baik) bahwa 

Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan 

prosedur hukum, dan 21% mengatakan (kurang baik) bahwa 

Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam 

segi prosedur hukumnya. 

c. Transparasi  

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, dengan memilih beberapa narasumber untuk dimintai 

keterangan terkait transparasi pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jember. 

Menurut bapak Eko salah satu ketua RT di dusun Krajang 

Magli menjelaskan sebagai berikut: 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

58 

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten 

Jember tidak Transparasi karena tidak melalui tokoh 

masyarakat khususnya ketua RT, dan hasil pembangunan yang 

dilakukan juga tidak di beritahukan kepada masyarakat.”
56

 

 

Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada 

di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“bahwa transparasi di Kabupaten Jember sudah di terapkan 

namun masih kurang. Salah satunya wujud informasi-informasi 

tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten 

Jember namun terkait anggaran yang dilakukan dalam 

pembangunannya masih belum ada benner yang di tempelkan 

di tempat-tempat strategis sehingga transparasi masih kurang 

yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Jember.”
57

 

 

Dalam memperkuat data  penelitian ini, maka peneliti 

melakukan survey sebagai berikut: 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik), 
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bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan 

yang dilakukan sudah sangat baik yang disampaikan kepada para pihak 

tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat, 58,8% 

mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi 

dalam pembangunan yang dilakukan sudah baik yang disampaikan 

kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan 

masyarakat, dan 32,8% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah 

dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan 

kurang baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, 

organisasi masyarakat dan masyaraka. 

d. Berkeadilan 

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan 

oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait 

dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember apakah sudah 

merata. Menurut bapak Urkanof selaku ketua RW di Lingkungan 

Kepatihan mengatan sebagai berikut: 

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan 

tidak tepat sasaran. Salah satu contoh bantuan yang di berikan 

oleh bupati terhadap masyarakat yang kenak dampak covid 19 

ini kebanyakan salah sasaran karena data yang di pakai itu data 

lama.”
58

 

 

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia 

Cabang Jember mengatan sebagai berikut: 

“Pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ini memang 

belum merata sepenuhnya. Contohnya ada program bantuan 
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 Bapak Urkanof, tentang prinsip keadilan , di wawancarai oleh anwar nuris, 11 Mei 2020  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

60 

terkait covid 19 ini ada yang dapat dan ada yang tidak dapat 

padahal yang tidak dapat ini, dia memang terkenak dampak 

terhadap covid 19 itu sendiri.”
59

 

 

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut 

peneliti juga melakukan survey terkait pembangunan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Jember apakah sudah merata dan adil 

sehingga disini menguatkan data yang dimiliki oleh peneliti. 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik), 

bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat 

baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten 

Jember, 33,6% mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam 

pembangunan yang dilakukan baik dalam hal pemerataan 

pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 32,8% mengatakan 

(kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan 
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kurang baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di 

Kabupaten Jember, dan 9,2% mengatakan bahwa pembangunan di 

Kabupaten Jember tidak baik dalam hal pemerataan. 

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa prinsip good 

governance berkeadilan sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten 

Jember. Namun disini masih kurang karena banyaknya pembangunan 

yang tidak tepat sasaran dan program yang dilakukan pemerintah tidak 

tepat. 

e. Akuntabilitas 

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan 

oleh peneliti didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa prinsip good 

governance akuntabilitas sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten 

Jember. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam 

memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

kabupaten jember melalui web Pemkab Jember dan benner yang di 

pasang di tempat-tempat yang strategis, akan tetapi masih ada 

beberapa yang belum di lakukan oleh pihak pemerintahan terkait 

anggaran yang dilakukan dalam pembangunan yang dilakukan oleh 

pihak Kabupaten Jember. 

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang Pelaksanaan 

good governance yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten 

Jember ialah menjelaskan bahwa: 
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“Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sudah sesuai 

dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Disini 

pemerintah mempunyai suatu forum pimpinan daerah yang 

namanya forkopinda (Forum Komunikasi pimpinan daerah) 

yang dimana nantinya untuk berkomunikasi dengan DPRD, 

Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Dalam 

proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah dan aturan yang berlaku dan melibatkan semua pihak 

sehingga pertanggungjawaban terhadap masyarakat disini 

sudah terpenuhi.”
60

 

 

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut 

peneliti juga melakukan survey terkait akuntabilitas yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Jember, apakah kinerjanya sudah sesuai 

dengan yang di inginkan masyarakat. Sehingga disini menguatkan data 

yang dimiliki oleh peneliti. 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 6,7% mengatakan (sangat baik), 

bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat 

baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja 

pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 57,1% mengatakan 
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(baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah 

baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja 

pembangunan yang dilakukan selama menjabat dalam pemerintahan di 

Kabupaten Jember, 28,6% mengatakan (kurang baik) bahwa 

Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam 

hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan 

yang ada di Kabupaten Jember, dan 7,6% bahwa Pemerintah dalam 

pembangunan yang dilakukan tidak baik dalam hal pemberian 

pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di 

Kabupaten Jember.  

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam 

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pemerintahan Di Kabupaten Jember 

a. Kepemimpinan 

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti. Dimana peneliti memilih beberapa Narasumber untuk 

dimintai pendapat terkait kepemimpinan yang dijalan oleh Bupati 

selama masa menjabat.  

Menurut Bapak Rahmad selaku pejabat di pemerintahan beliau 

menjelaskan sebagai berikut:  

“kepemimpinan yang dilakukan oleh bupati selama masa 

jabatannya ini selama ini baik-baik saja. Buktinya pada tahun 

2019 semua anggaran yang di ajukan oleh bupati di setujui 

semua oleh pihak DPRD Jember, tapi di tahun 2020 ini 

anggaran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah semuanya belum di setujui. Saya tidak tahu kenapa 
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begitu, namun kedua belah pihak ini saling teguh dalam 

pendirian masing-masing sehingga akibatnya masyarakat yang 

di rugikan.”
61

 

 

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia 

di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut: 

“kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Bupati ini cukup 

baiklah, dimana beliau selalu mengajak masyarakat untuk ikut 

serta dalam pembangunan. Salah satu contonya kami di ajak 

rapat terkait pembahasan menyangkut HAM yang menjadi 

prioritas Ibu Bupati. Berbeda sama Pemerintahan sebelum-

sebelumnya yang dimana lebih fokus kepada infrasuktur saja 

berbeda dengan Bupati yang sekarang. Meskipun banyak 

kekurangan dalam Kepemimpinannya yang dimana sekarang 

banyak masalah dengan pihak DPRD Jember.”
62

 

 

Dari hasil wawancara di atas, Peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini 

masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait 

Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak 

DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan 

anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini. 

b. Komunikasi 

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat beberapa hal yang 

dapat menghambat antara lain kurangnya komunikasi dan interaksi  

antara pihak pemangku jabatan sehingga mengakibatkan permasalahan 

dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2020 tersebut tertunda.  
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Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang faktor dan 

penghambat penyusunan RAPBD  yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governanceyang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember 

ialah menjelaskan bahwa: 

“prinsip-prinsip proses pembuatan Perda APBD ini melalui 

usulan dari pihak eksekutif (Bupati) kepada DPRD dalam 

perkembanganya sering terjadi ketika DPRD tidak menyetujui 

namun bupati memaksa sehingga deklok padahal ini ada batas 

waktunya bahwa sanya idealnya itu minimal 2 November itu 

APBD itu harus segera di sepakati dan di sahkan menjadi 

peraturan daerah. Namun komunikasi antara Bupati Jember dan 

DPRD seperti itu maka akan menghambat proses tersebut”.
63

 

 

Dalam hal-hal yang menghabat penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam meningkatkan kualitas suatu pembangunan dalam 

pemerintahan di Kabupaten Jember. Ini dapat dilakukan beberapa 

tindakan untuk mengatasinya. Misalnya dengan lebih sering 

mengadakan komunikasi dan interaksi dengan pihak DPRD terkait 

RAPBD sehingga ketika melakukan siding dalam pembahasan 

rancangan tersebut berjalan dengan lancar dan saling menyepakati 

antara kedua belah pihak karena DPRD adalah interprentasi dari suara 

rakyat. 

Kemudian dengan membuat suatu rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governance maka semuanya akan berjalan dengan baik sehingga 

dalam pembahasan yang akan di ajukan oleh pihak pemerintahan 
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kepada DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan oleh 

menteri dalam negeri. Dalam hal ini akan tercipta suatu tatanan 

pemerintahan yang baik yang sesuai dalam prinsip-prinsip good 

governance. 

c. Sumber Daya Manusia 

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa narasumber sebagai 

berikut: 

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember sebagai berikut: 

“seorang Pemimpin harus bisa meningkatkan kualitas dan 

kemampuan dalam memcapai suatu pembangunan namun 

terkait tentang birokrasi ini Bupati disini masih kurang 

memahami sehingga banyak peraturan yang di terobos oleh 

bupati yang menyebabkan adanya teguran dari Pejabat 

Pemerintah yang lebih tinggi”.
64

 

 

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia 

di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut: 

“menurut kami ibu Bupati ini sangat baik meskipun ada 

beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam pemeritahan 

beliau. Yaitu tentang pemahaman birokrasi, kerja sama dll”.
65

 

 

Menurut bapak Urkanof selaku ketua ketua RW di Lingkungan 

Kepatihan mengatan sebagai berikut: 

“ saya tidak tahu, namun saya lihat Pemerintahan yang sekarang 

ini birokrasinya masih kurang baik buktinya terkait masalah 

dengan pihak DPRD Jember tentang kesepatan anggaran 

pembangunan pada tahun 2020 ini masih belum di sepakati”.
66
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Berdasarkan keterangan datas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan SDM adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi kerja ataupun SDM itu sendiri untuk meningkatkan 

pengetahuan keterampilan sehubungan dengan tugas-tugas organisasi. Dari 

penjelasan di atas jika di kaitkan dengan keadaan pemerintahan di Kota 

Jember maka salah satu penyebabnya ialah pejabat Pemerintah kurang 

menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak 

kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember sendiri.  

C. PEMBAHASAN TEMUAN 

1. Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Di 

Kabupaten Jember 

Dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Jember berpegang 

dalam konsep prinsip-prinsip good governance. Dimana mereka 

berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan 

Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. 

Sehingga peraturan tersebut sebagai acuan dalam penerapan 

prinsip-prinsip good governance dalam penyusuhan anggaran dalam 

pembangunan di Kabupaten Jember. 

Namun ada permasalahan dalam penyelenggaraannya meskipun 

berpegang teguh kepada peraturan dalam realita di lapangan tidak sesuai. 

Dalam hal ini banyak media massa yang menulis tentang dugaan 

pelanggaran bupati, dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten 

Jember mendapatkan teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi 
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yang dilakukan oleh Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak 

dipatuhinya  rekomendasi Komisi ASN (KASN).
67

 

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan 

Di Kabupaten Jember 

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jember dimana 

pelaksanaannya masih kurang, meskipun dari sisi Hak Asasi Manusia 

Kabupaten Jember sangat baik dan antusias namun dalam sisi 

pembangunan dan administrasi sangat kurang. Hal ini yang membuat 

pemerintahan kabupaten jember tidak berjalan dengan baik. Sehingga 

banyak permasalahan disana, dari dugaan pelanggaran perundang-

undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan 

kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan 

daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat.  

Selain itu, adanya Peraturan Bupati Jember Tentang Kedudukan, 

Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja (KSOTK) pada 

3 Januari 2019, yang di duga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. “Termasuk dugaan pelanggaran 

terhadap surat dari Mendagri yang dilanjutkan oleh Gubenur Jatim.
68

 

Bukan hanya itu saja baru-baru ini pihak DPRD Jember memutuskan dan 

melayangkan Pemakzulan Bupati Jember, dimana Pemakzulan tersebut 

berimbas kepada keberlangsungan politik Bupati Jember dan pihak DPRD 
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Jember akan mengajukannya kepada MA untuk mengabulkan hal 

tersebut.
69

 

Hal ini lantas mempengaruhi terhadap kinerja Pemerintahan yang 

ada di Kabupaten Jember sehingga berdampak kepada pembangunannya. 

Akibatnya dampak tersebut ke masyarakat Jember dimana meraka tidak 

bisa merasakan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember. 

3. Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam 

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pemerintahan Di Kabupaten Jember 

Penundaan pembahasan anggaran yang di lakukan oleh DPRD 

Jember dengan pihak Bupati berkaitan dengan tidak adanya kuota CPNS 

dalam rekrutmen tahun ini untuk jember. Namun belakangan terungkap 

persoalan-persolan serius. Salah satunya adalah terbitnya surat teguran dari 

Mendagri. 

Sebagaimana diberitakan, DPRD Jember menunda pembahasan 

hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri dalam 

Negeri Tito Karnavian melalui Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan 

surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK 

(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja), dan 

tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri mengenai Peringatan atas 
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pergantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Kabupaten Jember
70

. 

Hal ini menjadi salah satu PR bagi pemerintah untuk memperbaiki 

sistem yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga 

tata kola dalam pembangunan untuk memajukan kota di Kabupaten 

Jember berjalan dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Prinsip-prinsip 

Good Governance dalam memajukan Kabupaten Jember. Maka peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi  prinsip-prinsip good governance dalam memajukan 

Kabupaten  Jember yang dimana berpatokan kepada Peraturan Perundang-

undanga namun dalam realita di lapangan tidak sesuai. Dalam hal ini 

banyak media massa yang menulis tentang dugaan pelanggaran bupati, 

dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten Jember mendapatkan 

teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi yang dilakukan oleh 

Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak dipatuhinya  rekomendasi Komisi 

ASN (KASN). 

2. Pelaksanaan Prinsip-prinsip good governance dalam memajukan 

Kabupaten Jember, masih kurang karena banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan dari 

dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil 

Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, 

dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta 

kepada Masyarakat sehingga yang berakibat kepada Pemakzulan Bupati 

Jember oleh pihak DPRD Jember hal ini berpengaruh terhadap 
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pelaksanaan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga 

berakibat terhadap kinerja Bupati Jember. 

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam 

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Di 

Kabupaten Jember yaitu Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang 

telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat 

beberapa hal yang dapat menghambat antara lain:  

a. Kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih 

kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait 

Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak 

DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan 

anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini. 

b. Komunikasi dan interaksi  antara pihak pemangku jabatan sehingga 

mengakibatkan permasalahan dalam penyusunan RAPBD pada tahun 

2020 tersebut tertunda. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus 

untuk pemangku pemerintah antara Bupati dan DPRD untuk 

mementingkan nasib masyarakatnya karena apabila hal itu tertunda 

maka akan berdampak pada proses pembangunan yang ada di 

kabupaten Jember. 

c. Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pemerintah kurang 

menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini 

berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember 

sendiri.  
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B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas peneliti menyarankan: 

1. Agar pemerintah Kabupaten Jember tetep mempertahankan prosedur yang 

ada sehingga akan tercipta suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance yang ada; 

2. Agar Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan prinsip-prinsip 

good governance mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam 

pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah sehingga 

pembangunan yang akan di lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. 

Kemudian untuk meningkatkan akses transparasi tentang dana 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut 

serta mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Jember; 

3. Untuk para pemangku jabatan, terutama pihak Bupati dan DPRD Jember 

untuk lebih mengedepankan dan mementingkang hidup masyarakatnya 

ketika melakukan pembahasan suatu anggaran sehingga hal yang di bahas 

sesuai dan tepat sasaran. Kemudian komunikasi antara kedua penguasa 

tersebut tetap terjalin dengan baik apabila nanti ada kekeliruan terkait 

masalah pembuatan peraturan daerah maka di lakukan bersama tanpa ada 

yang saling merasa lebih kuasa karena hidup masyarakat Jember ada di 

tangan anda semua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintahan orde baru, membawa 

perubahan baik dalam sandi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi 

dalam demokrasi makin keras disuarakan. Hal ini kemudian berdampak pada 

pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif) yang telah menghasilkan tiga produk 

perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di 

Indonesia.
1
Produk Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang 

lebih besar kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam mengelola 

Pemerintahan dan Pembangunan. Implikasi dari Undang-Undang ini terhadap 

pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan 

dalam perencanaan dan pembangunan Daerah. Melalui desentralisasi 

kebijakan Daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Sedangkan 

kewenangan Pemerintahan Pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya 

meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan Nasional dan 

pengendalian pembangunan Nasional secara makro. Kedua, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999, mengatur tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang 

baik, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Administrasi 

                                                           
1
 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah”, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 2 
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Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dengan fokus pada pelaksanaan Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ketiga, Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintahan Pusat dan Daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana 

dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada 

DaerahKabupaten/Kota. Dengan ketiga undang-undang ini menjadi landasan 

digunakannya konsep Good Governance sebagai landasan nilai 

penyelenggaraan Pemerintah, yang berorientasi pada pengembalian harga diri 

rakyat demi membangun kembali citra Pemerintahan sebagai pelayan yang 

adil. Hal ini di tambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokrasi dan 

pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap 

manjemen yang berkualitas, yang bercirikan Pemerintahan yang baik (good 

Governance). 

Demokrasi
2
 sebagai suatu sistem Pemerintahan yang berdasarkan 

kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan 

ketatanegaraan Republik Indonesia telah melembagakan diri dalam Lembaga 

Negara di Pusat sampai wujudnya yaitu: 

1. Rakyat yang menentukan bentuk dan isi Pemerintahan yang 

dikehendakinya sesuai dengan hati nuraninya; 

2. Pemerintahan harus memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan 

rakyat dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata; 

                                                           
2
 Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 8 
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3. Segala langkah kebijakan Pemerintah, haruslah berdasarkan atas hasil 

musyawarah; 

4. Dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan jiwa Pancasila; 

5. Kestabilan Pemerintah sebagai  suatu syarat dapat terlaksananya program-

program, haruslah tetap dapat menampung adanya perbedaan pendapat 

yang berkembang dalam masyarakat luas; 

6. Perbedaan pendapat itu wajar, asal dalam penyelesaiannya menurut aturan 

alam demokrasi dengan mentaati bersama sistem kelembagaan dan 

musyawarah serta terus berpijak pada kepentingan rakyat sebagai 

keseluruhan. 

Akan tetapi pemberian otonomi Daerah tidak berarti permasalahan 

bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi Daerah tersebut harus diikuti 

dengan serangkaian reformasi disektor publik.
3
 Dimensi sektor publik tersebut 

tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup 

perubahan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-

lembaga tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel 

sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar 

tercapai. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekarto
4
 antara lain: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja; 

                                                           
3
 Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), 109 

4
 Daim A, Nurhayanto, Hukum Andministrasi, (Surabaya : Laskambang Justia, 2014), 8  
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2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk dan 

menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

dan diterapkan; 

5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor yang dikemukakan Soekarto tersebut, tidaklah 

disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor 

tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. 

Menurut Ari Dwipayana
5
 secara normatif desentralisasi bisa 

mendorong good governance, karena ia hendak mendekatkan diri ke 

masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan 

lokal yang bakal mendorong transparasi, akuntabilitas, dan responsivitas 

pemerintah lokal. 

UNDP mengajukan 9 karakteristik good governance
6
 sebagai berikut: 

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban 

untuk mengambil bagian dalam proses bernegara; 

2. Penegakan hukum, salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya 

penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu; 

                                                           
5
 Ari Dwipayana, “Membangun Good Governance Di Desa”, (Yogyakarta : IRE Press, 2003), 16 

6
 Sirajuddin, Sukriano Didik, Dan Winardi, “Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi Dan 

Keterbukaan Informasi), (Jakarta : Press, 2012), 39 
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3. Transparasi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang 

menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, 

pengunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi; 

4. Daya tangkap, yaitu proses yang dilakukan disetiap Institusi harus 

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan; 

5. Berorientasi konsenses, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai 

kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan; 

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki 

maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas 

hidupnya; 

7. Efektifitas dan efesieensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan 

untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada; 

8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab 

kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun 

eksternal; 

9. Visi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perfektif 

yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan 

pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, 

dan kompleksitassosial yang mendasari perfektif mereka. 
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Yasin Syahrul Limpo
7
 menjelaskan bahwa. “Prinsip-prinsip good 

governance belum diterapkan sepenuhnya dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan di Daerah, khususnya terhadap pelayanan publik. Disebabkan 

lemahnya dukungan subtansi produk hukum, partisipasi sosial, transparasi, 

akuntabilitas dalam penyelenggaran pelayanan publik, kurangnya tanggung 

jawab penyelenggara Pemerintah Daerah, serta belum jelasnya mekanisme 

penerapan prinsip-prinsip tersebut”. 

Dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah seperti yang tertuang 

didalam  pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah (UU Pemda), penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2004 tentang penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja 

Pemerintahan (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai 

pelaksana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kedua 

peraturan tersebut mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah 

dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing stakeholders 

guna mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, antar 

                                                           
7
 Limpo Yasin Syahrul, “Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa” Vol 15 No 2, (Makassar : Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddun), 131 
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pemangku kepentingan.
8
 Dalam pelaksanaannya, keterlibatan lembaga yang di 

amatkan oleh Undang-Undang sangatlah menentukan karena akan terciptanya 

suatu tatanan yang lebih baik. Maka perlu adanya kerjasama atau koordinasi 

membuat suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance.  

Namun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) ini sedikit menemui kendala dalam hal persetujuannya sehingga 

terjadi penundaan dalam penyusunan tersebut. Dengan melalui prinsip-prinsip 

good governance proses pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah 

diharapkan terciptanya suatu prinsip akuntabilitas, transparasi dan supremasi 

hukum dalam proses memajukan Kabupaten Jember. 

Sehingga penelitian ini, penulis mengangkat judul “Implementasi 

Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember” 

untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, good governance tidak hanya 

harus diterapkan di Permerintahan pusat saja tetapi disetiap sendi-sendi 

Pemerintahan mulai dari, Kabupaten dan jajaran Instansinya. Karena 

Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam memajukan fungi 

pelayanan publik. 

B. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah 

fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalah yang 

akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus 

                                                           
8
 Masjudin Ashari,Wahyunadi, Dan Hailuddin, “Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik” Vol. 6, 

No. 2, (Mataram : Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram), 163 
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disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat tanya.
9
 

1. Bagaimana konsep prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan 

di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam 

Pemerintahan di Kabupaten Jember? 

3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di 

Kabupaten Jember?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
10

 

1. Mendeskripsikan konsep prinsip-prinsip good governance dalam 

Pemerintahan di Kabupaten Jember; 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, dalam 

memajukan Pemerintahan di Kabupaten Jember; 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD 

dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam 

Pemerintahan di Kabupaten Jember. 

  

                                                           
9
 Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember : IAIN Jember , 2019), 44 

10
Tim Penyusun,45. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
11

 

1. Manfaat Teoris 

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah keilmuan serta 

wawasan pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam suatu Pemerintahan; 

b. Hasil penelitian ini dapat kiranya memperkaya pengetahuan penelitian 

serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan berfikir melalui penulis-penulis ilmiah tentunya dengan 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara  Institut 

Agama Islam Negeri Jember. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan penerapan 

prinsip-prinsip good governance dalam suatu Pemerintahan di 

Indonesia; 

  

                                                           
11

Tim Penyusun, 52. 
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b. Bagi IAIN Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan 

khususnya dibagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan 

Hukum Islam, dan dapat dijadian referensi atau acuan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya; 

c. Bagi Pemerintah dab Masyarakat 

Pemerintah dan masyarakat hendaknya menyadari akan 

pentingnya penerapan prinsip-prinsip good governance dalam suatu 

pemerintahan sehingga dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang 

baik sesuai dengan cita-cita masyarakatnnya. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
12

 

Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain: 

1. Implementasi 

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang 

telah dirancang dengan matang sebelumnya, contohnya: sebuah bangunan 

                                                           
12

Tim Penyusun, 45. 
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yang merupakan hasil implementasi dari desain yang sudah dibuat 

sebelumnya dengan perhitungan yang matang.
13

 

2. Good Governance 

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan menejemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara 

administrastif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 

danpolitican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. 

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang 

mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus 

yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi 

penyelenggaraan pemerintahandalam suatu negara.
14

 

3. Pemerintah  

Berdasarkan epistemologi, kata Pemerintahan berasal dari kata 

pemerintah. Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan 

publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipilbagi setiap orang 

melalui lembaga pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan 

(harapan) yang diperintah atau publik. 

  

                                                           
13

Http://Kbbi.Web.Id>Implementasi Diakses 20-08-2019 
14

 Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 87 
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4. Maslahat Al-Mursalah 

Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu            yang 

merupakanbentuk masdar dari fi’il   ً  berarti      ،َ       ،ُ       و،          

manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar 

Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, faedah, guna. Dalam al-Qamu>s al-Muh}i>t dijelaskan bahwa 

ةَ   ً ًُ  اوَ    هَ  اوَ            ًُ ًُ       ا       د أوَ         ً ح     ا        ًُ  as-Salah ا     

(baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan). 

F. Sistematika pembahasan 

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, serta devinisi istilah dan bab 1 ini diakhiri 

sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran 

secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi. 

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang 

erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Good Governance, 

prinsip-prinsip good governance. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan 

pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya. 

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode 

penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap 

penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju 

dalam penelitiannya. 
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Bab IV, pada bab ini menuat tentang pembahasan tentang penerapan 

pemerintahan yang baik dalam prinsip Good Governance. 

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari penulis 

dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suaatu 

gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian 

akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan 

penelian ini. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang dilakuka, kemudian membuat 

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan ataupun yang belum 

terpublikasikan. 

1. Skripsi ditulis oleh A. Muh IkhsanW R Jurusan Hukum Administrasi 

Negara (HAN) Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2017 yang berjudul 

“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan 

Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, 

Kabupaten Soppeng”.
15

 Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif 

dengan mengunakan pendekatan empiris, dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana pelaksanaan prinsip kepastian hukum, dan prinsip 

transparasi, dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-donri 

Kabupaten Soppeng; 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan prinsip kepastian 

hukum, dan prinsip transparasi, dalam pemerintahan Desa Pesse 

Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng. Dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip 

good governance dalam Pemerintahan Desa Pesse Kecamatan Donri-

donri Kabupaten Soppeng. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan 

                                                           
15
A.Muh Ikhsan W R, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten 

Badung”(Skripsi : Universitas Hasanuddin Makasar,2017), 34. 
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penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good 

governance yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu 

hanya fokus pada prinsip hukum dan transparasi Pemerintah Desa 

terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus 

pada Pemerintahan di Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-

prinsip good governance dalam memajukan suatu kota. 

2. Skripsi ditulis oleh Heriansyah Futra Jurusan Ilmu Pemerintahan (IP) 

Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2016 yang berjudul 

“Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi 

Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember” 

16
dengan mengunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengunakan 

pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana kesiapan administrasi desa dalam rangka pencairan dana 

Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember; 

b. Bagaimana kesiapan administrasi Desa dalam rangka pelaksanaan dana 

Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember; 

c. Bagaimana kesiapan Administrasi Desa di Jubung Keacamatan 

Sukorambi Kabupaten Jember dalam rangka pelaporan dana desa. 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Administrasi Desa. Persamaan 

penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas 

tentang prinsip-prinsip good governance yang ada di Pemerintahan. 

                                                           
16

Heriansyah Futra “Implementasi Good Governance Dalam Bidang Administrasi Desa Studi 

Kasus Dana Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”. (skripsi : Universitas 

Muhammadiyah, Jember, 2016), 35. 
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Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah, 

dalam penelitian terdahulu fokus pada Administrasi Desa. Sedangkan 

penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan di kota dengan 

melihat beberapa prinsip-prinsip good governance dalam memajukan 

suatu kota. 

3. Skripsi ditulis oleh Lestari Kuniati Jurusan Administrasi Negara (AN) 

Universitas Indonesia tahun 2014 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunnawa 

Pulo Gebang ” 
17

dengan mengunakan metode pendekatan positivis dengan 

mengunakan pengumpulan data kualitatif. Dengan rumusan masalah: 

Bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI 

Jakarta? 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip 

Good Governance Dalam Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta. Persamaan penelitian terdahulu ini 

dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip good 

governance yang ada di Pemerintahan. Adapun perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penulis adalah, dalam penelitian terdahulu 

fokus pada pelayanan rumah susun sederhana sewa di Provinsi DKI 

Jakarta. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada Pemerintahan 

                                                           
17

Lestari kurniati “Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Provinsi DKI Jakarta Studi Rusunnawa Pulo 

Gebang”. (skripsi : Universitas Indonesia, 2014), 39 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

17 

di kota dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance dalam 

memajukan suatu Kabupaten. 

4. Skripsi ditulis oleh I Made Artana Jurusan Iilmu Administrasi (IA) 

Universitas Warmadewa Denpasar Tahun 2014 yang berjudul 

“Implementasi Prinsip-Prinsip Good Govrnance Dalam Meningkatkan 

Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi 

Bali Di Kabupaten Badung”
18

 dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif dengan mengunakan pendekatan empiris.dengan 

rumusan masalah: 

Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dalam 

meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas 

Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa bagaimana proses pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance dalam pelayanan terhadap masyarakat. Persamaan penelian 

terdahulu ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang prinsip-

prinsip good governance. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penulis adalah dalam penelitian terdahulu hanya fokus pada 

pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian milik penulis lebih 

fokus pada Pementahan Kabupaten dengan melihat beberapa prinsip-

prinsip good governance dalam memajukan suatu Pemerintahan. 

5. Skripsi ditulis oleh Diana Fajarwati Jurusan Administrasi Negara (AN) 

Universitas Indonesia tahun 2011 yang berjudul “Analisis Penerapan 

                                                           
18
I Made Artana “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan 

Pelayanan Publik Pada Kantor Upt Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Badung”. 

(Skripsi :: Universitas Warmadewa Denpasar, 2014), 40 
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Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan Internal 

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) 

Jakarta”
19

dengan mengunakan metode pendekatan kualitatif dengan 

mengunakan pendekatan empiris. Dengan rumusan masalah: 

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good corporate governance 

di lingkungan internal Perum Bulog Jakarta? 

Dalam skripsi Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance di lingkungan internal Perum 

Bulog. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penulis adalah sama-

sama membahas tentang prinsip-prinsip good governance yang ada di 

Pemerintahan. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penulis adalah, dalam penelitian terdahulu fokus pada lingkungan internal 

Perum Bulog. Sedangkan penelitian milik penulis lebih fokus pada 

Pemerintahan dengan melihat beberapa prinsip-prinsip good governance 

dalam memajukan suatu Kabupaten. 

Tabel 2. 1 

Penelitian terdahulu 

 

No Nama Tahun Judul Skripsi Persamaan Perdedaan 

1. Muh Ikhsan W 

R 

2017 Penerapan 

Prinsip-prinsip 

good 

governance 

Dalam 

Pelaksanaan 

Pemerintahan 

Desa (Studi 

Desa Pesse, 

sama-sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

yang ada di 

pemerintaha

n 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada prinsip 

kepastian 

hukum dan 

transparasi 

pemerintah 
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Diana Fajarwati “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dilingkungan 

Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta”. (skripsi : Universitas 

Indonesia, 2011), 45 
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Kecamatan 

Donri-donri, 

Kabupaten 

Soppeng 

terhadap 

masyarakat. 

Sedangkan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

beberapa 

prinsip-

prinsip good 

governance. 

2. Heriansyah 

Futra 

2016 Implementasi 

Good 

Governance 

Dalam Bidang 

Administrasi 

Desa (Studi 

Kasus Dana 

Desa Di Desa 

Jubung 

Kecamatan 

Sukorambi 

Kabupaten 

Jember  

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada bidang 

administrasi 

Desa 

Sedangkan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

beberapa 

prinsip-

prinsip good 

governance 

3. Lestari Kuniati 2014 Analisis 

Pelaksanaan 

Prinsip-Prinsip 

Good 

Governance 

Dalam Pelayanan 

Rumah Susun 

Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Di 

Provinsi DKI 

Jakarta Studi 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada 

pelayanan 

terhadap 

rumah susun 

sederhana 

sewa.. 

Sedangkan 
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Rusunnawa Pulo 

Gebang 

governance penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

seluruh 

prinsip-

prinsip good 

governance 

4. I Made Artana 2014 Implementasi 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance 

Dalam 

Meningkatkan 

Kepuasan 

Pelayanan 

Publik Pada 

Kantor Upt 

Dinas 

Pendapatan 

Provinsi Bali Di 

Kabupaten 

Badung 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada 

pelayanan 

terhadap 

masyarakat. 

Sedangkan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

seluruh 

prinsip-

prinsip good 

governance 

5. Diana Fajarwati 2011 Analisis 

Penerapan 

Prinsip-Prinsip 

Good Corporate 

Governance 

Dilingkungan 

Internal 

Perusahaan 

Umum Badan 

Urusan Logistik 

(Perum Bulog) 

Jakarta 

Persamaan 

penelitian 

terdahulu ini 

dengan 

penulis 

adalah sama-

sama 

membahas 

tentang 

prinsip-

prinsip good 

governance 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

hanya fokus 

pada 

penerapan 

prinsip-

prinsip Good 

Corporate 

Governanceya

ng ada di 

internal perum 

bulog.Sedang
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kan 

penelitian 

milik penulis 

lebih fokus 

pada 

pemerintahan 

di kabupaten 

dengan 

melihat 

seluruh 

prinsip-

prinsip good 

governance 

 

B. Kajian Teori 

1. Implementasi  

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi 

adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
20

 Adapun schubert 

mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau 

mekanisme suatu sistem. 

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting 

dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai 

sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses 

                                                           
20

 Nurdin Usman, konteks implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung : CV Sinar Baru),.70 
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implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau 

pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.
21

 

a. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah 

dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung 

jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana 

terhadap program; 

d. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang 

mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. 

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi 

yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada 

empat, yakni: 

a) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk 

menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang 

dibuat leh pihak wewenang; 

                                                           
21
Haedar Akib,”jurnal administrasi publik” Vol 1 no 1, (Makasar : guru besar  ilmu administrasi 

Universitas Negeri Makassar),.8 
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b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan 

menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan 

dianggap logis; 

c) Keyakinan bahwa kbijakan dibuat secara sah; dan 

d) Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap 

kontroversial. Namun seiring dengan berkembangnya waktu maka 

kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan. 

2. Good Governence 

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur 

administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson 

memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. 

Tetapi, selama itu governance hanya digunakan dalam konteks 

pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh 

para teoritisi dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi 

good governence telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik 

dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara 

sempit pemerintahan yang bersih.
22

 

Dalam pengertiannya istilah governance tidak sama dengan 

government. Ganie Rochman
23

 mengemukakan bahwa konsep government 

merujuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan 

tertinggi (Negara dan Pemerintah). Konsep governance melibatkan tidak 

                                                           
22

Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi, (Surabaya : Laskambang Justitia, 2014), 43 
23

 Joko Widodo, good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada 

Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 18 
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sekedar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga 

sangat luas.  

Perbedaan paling pokok antara konsep government dann  

governance terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, 

ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. 

Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih 

dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. 

Sedangkan dalam governance mengandung makna penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik (good governance), meliputi partisipasi, 

penegakan hukum, transparansi, orientasi consesnsus, keadilan, efektifitas 

dan efesiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.
24

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)
25

 

mendefinisikan governance sebagai berikut : governance adalah 

kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik, dan administratif 

untuk mengelola sebagian urusan Negara pada setiap tingkatannya dan 

merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya 

kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.  

Lebih lanjut Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP)
26

 

menegaskan, governance adalah suatu instansi, mekanisme, proses, dan 

hubungan yang complex melalui warga Negara (citizens) dan kelompok-

                                                           
24

Rosyada, Dede dkk, HAM dan Masyarakat madani, Edisi revisi, (Jakarta : Tim ICCE UIN Sysrif 

Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), 183 
25

 Sedarmayanti, Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua, (Bandung : CV. 

Mandar Maju, 2004), 3 
26

 Joko Widodo, good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada 

Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Insan Cendekia. 2001), 19 
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kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan 

kewajibannya dan menengahi atau memfasilitas perbedaan-perbedaan 

diantara mereka.  

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan baik. 

Lembaga Administrasi Negara
27

 mengartikan good governance adalah 

proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan 

penyediaan publik good and service. Lebih lanjut LAN menegaskan 

dilihat dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah 

pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya 

mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Good dalam good 

governance, menurut LAN
28

 mengandung dua pengertian, Pertama, nilai-

nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai 

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian 

tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Kedua, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efesien dan efektif 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Wujud good governance menurut LAN
29

 adalah penyelenggaraan 

pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan 

efektif dengan menjaga interkasi yang konstruktif diantara domain-domain 

Negara sekor swasta dan masyarakat.  

Institusi governance harus efisien dan efektif dalam melaksanakan 

fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan 

                                                           
27

 Widodo,. 23 
28

Widodo,. 23 
29

Widodo,. 24 
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member peluang ketimbang mengontrol dan melaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.
30

 

World Bank memberi batasan good governance sebagai pelayanan 

publik yang efisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, serta 

pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya. 

Sedarmayanti
31

 mengelompokkan governance stakeholder kedalam 

tiga kelompok :  

a. Negara/Pemerintahan, konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah 

kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor 

swasta dan kelembagaan masyarakat madani. 

b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang 

aktif interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengelolaan, 

perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiataan sektor 

informal. 

c. Masyarakat Madani, kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan 

pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah 

dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan 

ekonomi.  

Menurut Jimly Assidiq
32

 dalam sistem Negara modern yang 

berlandaskan pada supremasi hukum dan konstitusi, Negara, pasar, dan 

                                                           
30

Joko Widodo, good governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi pada 

Pra Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Insan Cendekia, 2001), 24 
31

Sedarmayanti, Good Governance (kepemerintahan yang baik) bagian kedua, (Bandung : CV. 

Mandar Maju, 2004), 38 
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masyarakat Madani, harus berada dalam posisi yang seimbang, dan berada 

dalam hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. Akan 

tetapi, pembedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga 

ketiganya tidak saling mengintervensi kedalam urusan masing-masing. 

Ketiga wilayah atau domain kekuasaan itu mempunyai logika dan hukum-

hukumnya sendiri. Ketiganya, diidealkan harus berjalan seiring dan 

sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama 

lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan.
33

 

Selanjutnya dijelaskan jika kekuasaan Negara jauh lebih besar 

melampaui masyarakat dan pasar, maka demokrasi tidak akan tumbuh 

karena terlalu didikte dan dikendalikan oleh kekuasaan Negara. Maka, 

dianggap paling ideal adalah apabila ketiga hal tersebut tumbuh dengan 

seimbang, sama-sama kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam 

hubungan yang fungsional dan sinergis. Karena, apabila salah satunya 

lebih domain dibanding yang lain maka yang lain akan menjadi lemah, 

sehingga dapat menimbulkan ketidak teraturan dalam kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat.  

Menurut Mifta Toha
34

 selain dari komponen pemerintah, swasta, 

atau rakyat, ada satu komponen yang sangat mempengaruhi untuk 

melahirkan suatu tata pemerintahan yang baik yaitu moral. Moral 

menghubungkan dan bertaut erat pada ketiga komponen tersebut yang 

                                                                                                                                                               
32

Jimly Asshiddiqe, Format Kelembagaan Negara dan pengesahan kekuasaan dalam UUD 1945, 

(Yogyakarta : FH. UII Press, 2005), 92 
33

Asshiddiqe, 43. 
34

Mifta Thoha, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 72 
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saling berinteraksi menciptakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi 

seseorang yang beragama. Ajaran agama pada pribadi-pribadi yang berada 

pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya 

pada ketiga komponen tersebut, maka moral masing-masing pelaku akan 

berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. 

Ari Dwipayana
35

 mengemukakan kalau mainstream wacana good 

governance selama ini menekankan tiga poros (negara, masyarakat sipil, 

dan pasar). Maka, pemetaan governance di kota terdiri dari empat elemen 

yaitu : Pemerintahan Kota, Badan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Organisasi Masyarakat, Institusi lokal dan warga masyarakat. 

3. Prinsip-prinsip Good Governance 

Semangat reformasi politik di Indonesia telah memunculkan 

terminologi baru yang disebut good governance. Popularitas terminologi 

ini mencuat di kalangan pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya 

masyarakat. Secara sederhana governance sebagai tata pemerintahan, 

sedangkan good  artinya baik. Penambahan kata sifat good dalam 

governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau 

positif. 

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan 

pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada 

seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya 

                                                           
35

Ari Dwipayana AAGN, Membangun Good Governance, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 

22 
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pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem 

pemerintahan.
36

 

Menurut Sedarmayati
37

good governance adalah suatu bentuk 

manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. 

Dengan good governance demikian ia berpendapat bahwa pemerintah 

berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam 

suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya 

pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah 

masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan 

paguyuban. 

Menurut Zulkarnain, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat 

Indonesia, dimana aplikasi dari pada konsep ini seringkali tergantung pada 

kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu 

pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya 

krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dan 

berbagai sendi kehidupan nasional. 

Di sisi lain istilah good governance menurut Dwi Payana
38

 

merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung 

makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang di pandang baik dalam suatu 

                                                           
36

Sinambela, Lijan P. Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 47 
37

Sedarmayanti, Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah 

Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan, 

(Bandung : Mandar Maju, 2003), 76 
38

Ari Dwipayana AAGN, Membangun Good Governance, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003), 

45 
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masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat 

penilaian yang sama. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa 

good governance adalah merupakan sistem tata kelola yang baik 

sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. 

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi 

semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih 

menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh 

pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara. 

United Nation Development Program (UNDP) sendiri 

mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan 

konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karakteristik 

good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. 

adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: pertisipasi, supremasi hukum, 

transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif 

dan efisiensi, bertanggung jawab dan visi yang strategis. 

Lebih lanjut, United Nation Development Program (UNDP) 

merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai 

pelaku dalam good governance yaitu: 

a. Negara atau pemerintah 

b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan 
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c. Masyarakat sipil (civil society). 

Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi 

terbentuknya good governance. Secara umum pemerintah berperan untuk 

menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangakan 

sektor privat memiliki peran untuk menggerakkan dunia usaha sehingga 

dapat memberikan lapangan pekerjaan dna pendapatan. Sementara 

masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-interaksi sosial 

politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi 

prinsip tata kepemerintahan yang baik menurut Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasioanal (BPPN)
39

, yaitu: 

a. Wawasan ke Depan (Visionary) 

b. Keterbukaan dan Transparansi (Opennes and Transparency) 

c. Partisipasi Masyarakat (Participation) 

d. Tanggung Gugat (Accountability) 

e. Supremasi Hukum (Rule of Law) 

f. Demokrasi (Democracy) 

g. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism and Competency) 

h. Daya Tanggap (Responsiveness) 

i. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiviveness) 

j. Desentralisasi (Decentralization) 

                                                           
39

Kementerian Negara Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan 

Nasional (Bappenas). Peran Tata Kepemerintahan yang baik, Jakarta : Sekretariat Tim 

Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007,12 
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k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private 

Sector and Civil Society Partnership) 

l. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to 

Environmental Protection) 

m. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) 

Dalam pandangan konsep pengelolaan kepemerintahan yang baik 

(good governance), Tjokromiadjojo
40

 memberikan beberapa prinsip-

prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan good governance, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas,yaitu kewajiban untuk memberikanpertanggungjawaban 

atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik 

yang memiliki hak pertanggungjawaban. 

b. Transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan 

mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan hukum. 

c. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan 

kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan. 

d. Berdasarkan hukum (supremasi hukum), keputusan, kebijakan 

pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan 

publik dilakukan berdasarkan hukum. 

e. Jaminan, fairness, a level playing field(perlakuan yang adil/perlakuan 

kesetaraan). 
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Sinambela, Lijan P. Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 48 
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Konsep good governance akan dapat diimplementasikan sesuai 

dengan prinsip-prinsip diatas nila pemerintah telah mempunyai 

mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini, 

Sinambela
41

mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus 

dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan good 

governance. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Adanya legitimasi dari dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap 

institusi publik yang baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi 

maupun institusi lainnya yang di bentuk masyarakat secara swadaya. 

b. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi 

atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat 

yang ada sehingga seluruh stake holders tersebut dapat berpartisipasi 

aktif dalam semua proses pembangunan. 

c. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk 

menjamin upaya penegakan keadilan tersebut. 

d. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi. 

e. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh 

masyarakat dengan mudah dan bebas. 

f. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan 

publik. 

g. Terbentuknya kerjasama yang baik antara pemerintah dan civil society 

organization. 
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Lijan P.,51 
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h. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan 

atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, 

karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan 

masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks 

kepentingan global. 

4. Pemerintah Kota/ Kabupaten 

Pemerintahan atau Pemerintahan Kabupaten yang wilayahnya 

berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk mengelola 

Kawasan Perkotaan. Yang dimaksud dengan lembaga bersama adalah 

lembaga yang dibentuk secara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang berbatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat.
42

 

Dalam penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perkotaan, 

Pemerintahan Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak 

swasta. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pembentukan forum 

perkotaan untuk menciptakan sinergi Pemerintah daerah, masyarakat, dan 

pihak swasta.pengikutsertaan masyarakat tersebut merupakan upaya 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Yang 

dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan. Hal ini sesuai dengan prinsip 

good governance yang dimana akan terbentuk suatu pemerintahan yang 
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 Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utara, 2001), 23 
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baik dengan adanya prinsipakuntabilitas, trasparasi, dan supremasi 

hukum. 

5. Maslahat Al-Mursalah 

 Kata maslahat berasal dari bahasa Arab yaitu            yang 

merupakanbentuk masdar dari fi’il   ً  berarti      ،َ       ،ُ       و،          

manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. Dalam Besar 

Bahasa Indonesia kata maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan, faedah, guna. Dalam al-Qamu>s al-Muh}i>t dijelaskan bahwa 

ةَ   ً ًُ  اوَ    هَ  اوَ            ًُ ًُ       ا       د أوَ         ً ح     ا        ًُ  as-Salah ا     

(baik,kebaikan) adalah kebalikan kata al-fasad (rusak,kerusakan). Kata 

aslahahu (memperbaiki sesuatu, mendatangkan kebaikan kepadanya) 

adalah kebalikan kata afsadahu (merusak ssuatu, mendatangkan kerusakan 

kepadanya). Adapun pengertian mursalah sama artinya dengan mutlaqah 

yaitu terlepas. Dengan kata lain bahwa kemutlakan maslahat mursalah 

karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Dengan 

demikian, pengertian maslahat al-mursalah yaitu penetapan hukum 

berdasarkan maslahat (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang 

tidak ada ketentuan hukumnya dalam syariah baik secara umum maupun 

secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahat tersebut adalah 

mewujudkan manfaat, menolak mudarat, dan menghilangkan kesulitan 

bagi manusia.
43
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Maslahat mursalah merupakan metode penetapan hukum yang 

kasusnya tidak diatur dalam Alquran dan al-Hadis. Hanya saja metode ini 

lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Keberadaan 

maslahat mursalah merupakan lawazim (indikator) dari akidah Islam. 

Syariat Islam adalah syariat yang terakhir dan kekal yang dapat memenuhi 

kebutuhan manunsia kepada aturan ketuhanan yang bijaksana, dasar-dasar 

hukum, dan kaidah-kaidah yang cocok untuk setiap waktu dan tempat 

dalam berbaai kondisi yang diperlukan. Untuk menghadapi kehidupan 

yang terus berkembang dan selalu berhadapan dengan kondisi yang 

berbeda-beda, maka diperlukan metode maslahat mursalah untuk 

menetapkan hukum syariat. 

Adapun tujuan ditetapkan teori maslahat mursalah sebagai metode 

dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan perintah syariat, 

adalah; 

a. Mendatangkan keuntungan (jalb al-masa>lih), yaitu perkara-perkara 

yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di 

atas pondasi yang kokoh. 

b. Menolak kerugian (dar al-mafa>sid), yaitu perkara-perkara yang 

merugikan manusia secara individu maupun kelompok, baik berupa 

materi maupun moral. Parameter kerugiannya adalah kaidah-kaidah 

syariat dan tujuan-tujuannya yang diambi dari nash-nash yang telah 

tetap. 
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c. Menutup jalan (sadd al-dzari’), yaitu menutup jalan yang dapat 

menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat 

membawa larangan syariat walaupun tanpa disengaja. 

d. Perubahan zaman (taghayyur al-zama>n), yaitu kondisi manusia, 

akhlak, dan tuntutan umum yang berbeda dari masa sebelumnya. 

Keempat faktor inilah yang menjadi pendorong untuk menempuh 

metode maslahat mursalah atau istislah yang bertujuan untuk 

memperbaharui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, supaya 

terwujud hasil terbaik di masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti 

dari awal hingga akhir.
44

 Motode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.
45

 Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metoode yang digunakan dalam 

aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk 

menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.
46

 Sehingga penelitian ini menggunakan 

pendekatan normatif empiris. 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan 

objekpenelitian.Penelitian ini bersifat normatif empiris yang selalu 

menitikberatkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitian 

dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (field 

research). 
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Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah IAIN jember (Jember : IAIN Jember, 2019), 46 
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Deni darmawan, metode penelitian kualitatif (Bandung PT. Rosdakarya, 2014), 127 
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Beni ahmad soebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung CV Pustaka Setia, 2008), 11 
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B. Lokasi  Penelitian 

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi 

penelitian di wilayah Kabupaten Jember, yang dimana apakah sudah tertanam 

prinsip-prinsip goodgovernance di tatanan Pemerintahan, Kantor DPRD 

Jember dan Masyarakat. 

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau penentuan informal 

ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan 

tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang 

permasalahan yang akan diteliti.  

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. PEMDA (Bupati, dan Badan Tata Kelola Pemerintahan) 

2. DPRD 

3. Masyarakat dipilih secara random dan melalui survey 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan 

data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing 

proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan 

informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Studi Dokumentasi 

Yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan 

dengan obyek penelitian. 

2. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan 

dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan 

wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah 

(directive interview) Responden. Adapun wawancara yang akan dilakukan 

peneliti, yaitu: 

a. mengenai konsepprinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan 

di Kabupaten Jember; 

b. mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam 

pemerintahan di Kabupaten Jember; 

c. mengenai faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di 

Kabupaten Jember 

3. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian 

untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan prinsip-

prinsip good governance. 

Adapun obyek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti meliputi: 

a. Konsep prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di 

Kabupaten Jember; 
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b. pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan di 

Kabupaten Jember; 

c. faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam Pemerintahan di 

Kabupaten Jember. 

4. Metode survey yaitu penelitian yang sumber data dan informasi 

utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan 

menggunakan kuesioner atau angket sebagai intrumen pengumpulan 

data. 

E. Analisis Data  

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan mengunakan 

analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan 

subtansinya dari beberapa literatul dan peraturan perundang-undangan serta 

data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan 

pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang 

penerapan prinsip-prinsip good governance di Kabupaten Jember. 

F. Keabsahan Data 

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil 

penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan 

mengkroscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, 

dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat 
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dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakn teknik 

triangulasi.
47

 

G. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan  

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari 

permasalahan dan mencari refrensi yang terkait. Peneliti mengambil 

permasalahan good governance dengan mengangkat judul “Implementasi 

Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember” 

2. Tahap Pelaksanaan 

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung 

mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan good governance 

dalam pemerintahan. 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah 

dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat 

laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan 

kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan 

dan kekurangan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEMBER  

4.1 

Peta Kabupaten Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sejarah Kabupaten Jember 

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 

tanggal 9 Agustus 1928, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia 

Belanda dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Setelah Indonesia 

merdeka, Jember ditetapkan sebagai Kabupaten pada 14 Agustus 1950 

oleh oleh Pemerintahan Pusat. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember 

Nomor: 4 tahun 1970 Juncto surat Keputusan Menteri dalam Negeri 

Nomor: Perda 10/24/10-294 Tanggal 3 November 1970, daun perisai 

mempunyai lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran. Warna 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

44 

merah melambangkan keberanian dan ketegasan dalam segala tindakan 

bagi aparat pemerintah kabupaten. Warna kuning menunjukkan keluhuran, 

kebijakan dan kemahirandalam melaksanakan tugas kewajiban. Sedangkan 

bintang warnah putih bersih melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. 

Bersudut lima berarti pancasila yang merupakan dasar dan falsafah bangsa 

Indonesia. Ini merupakan cermin darii warga masyarakat Kabupaten 

Jember yang agamis. 

Padi dan kapas melambangkan sandang dan pangan. Dengan kata 

lain, sebagai gambaran kesuburan yang melimpah ruah bagi daerah 

kabupaten Jember. Gambar padi berjumlah 17 butir dan kapas berjumlah 8 

buah melambangkan saat-saat bersejarah bagi bangsa Indonesia 

melepaskan diri dari penjajah, yakni 17 Agustus 1945 saat Negara 

Republik Indonesia diproklamasikan. 

Segi lima berwarna putih merlambangkan Pancasila yang 

merupakan dasar dan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia. Khususnya 

sila Ketuhanan yang Maha Esa yang senantiasa menjiwainya. Daun 

tembakau melambangkan bahwa Kabupaten Jember selain dikenal sebagai 

gudang pangan, juga dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tembakau 

yang cukup terkenal dan menghasilkan devisi cukup besar bagi Negara. Di 

samping perkebunan lainnya. 

Bangunan Gedung Pemkab mengambarkan bahwa pusat 

Pemerintahan di Kabupaten Jember dikendalikan dari Gedung ini. Sesanti 
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“CARYA DHARMA PRAJA MUKTI” mempunyai arti berkarya dan 

mengabdi untuk kepentingan Bangsa dan Negara. 

2. Visi dan Misi Kabupaten Jember 

a. Visi  

Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, 

Berkeadilan, Dan Mandiri. 

b. Misi  

1) Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; 

2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang 

berkeadilan; 

3) Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri 

dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan 

industrialisasi secara berkelanjutan. 

3. Potret Kabupaten Jember 

Letak geografis Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan 

hiyang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai 

Samudra Hindia. Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran 

yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah Provinsi Jawa 

Timur. 

Sedangkan secara administratif, wilayah Kabupaten Jember 

berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di 

sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten 

Banyuwangi di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh 
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Samudera Indonesia. Posisi ini menjadikan Jember memiliki potensi yang 

sangat besar pada sumber daya alam.
48

 

4. Geografis dan Topografis 

Pemerintahan Kabupaten Jember adalah salah satu dari kabupaten 

yang terletak di Wilayah Jawa Timur, Wilayah Provinsi Jawa Timur 

tepatnya berada pada posisi 7°59’6” sampai 8°33’56” lintang selatan dan 

113°16’28” sampai 114°03’42” Bujur Timur. Secara 

administratif,Kabupaten Jember berbetasan dengan Kabupaten 

Bondowoso dan Kabupaten Probolingo di sebelah utara, Kabupaten 

Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan 

di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Kabupaten Jember 

memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 km2, dengan panjang pantai 

lebih kurang 170 km.Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang 

termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklufis) kurang lebih 8.338,5 km2. 

Secara garis besar daratanya dibedakan sebagai berikut: 

a. Bagian Selatan Wilayah Kabupaten Jember adalah daratan rendah 

dengan titik terluarnya adalah pulau nusa barong, terdapat pula sekitar 

82 pulau-pulau keil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada 

kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan 

dengan Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi. 

                                                           

48
Profil dan potensi kabupaten Jember (Pemerintahn Kabupaten jember bagian humas dan 

protokol 2016), 9 
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b. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolingo, dimana 

merupakan bagian dariPengunungan Hyang, dengan puncaknya 

Gunung Argopuro (3.088 meter). 

c. Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian daratan tinggi ijen. 

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.300 meter diatas 

permukaan laut (dpI), dengan ketinggian Daerah Perkotaan Jember kurang 

lebih 87 meter diatas permukaan laut (dpI). Sebagian besar wilayah berada 

di ketinggian antara 100 hingga 500 meter diata permukaan laut (37,75%). 

Selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada 

ketinggian 25 sampai dengan 100 meter, 15,80% berda pada ketinggian 

500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada 

ketinggian lebih dari 1.000 meter. Wilayah barat daya memiliki daratan 

dengan ketinggian 0-25 meter dpI. Sedangkan daerah timur laut yng 

berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan 

Wilayah Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpI. 

Dengan demikian dapat di ketahuin bahwa Wilayah Kabupaten 

Jember memiliki ketinggian yang bervariasi. Namun dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember berada pada area 

daratan rendah. Dilihat dari kondisi topografi yang di tunjukkan dengan 

kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar Wilayah Kabupaten Jember 

(36,60%) berada pada wilayah darat dengan kemiringan lahan 0-2%, 

sehingga daerah ini baik ntuk kawasan permukiman perkotaan dan 

kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang 
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bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam diatas 

40% menepati wilayah 31,28%, daerah tersebut dihutankan,sehingga dapat 

berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem. 

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang,dengan 

kemiringan antara 2- 15° menepati wilayah 20,46% yang digunakan untuk 

usaha pertanian dengan tanpa memperhaikan usaha pengawetan tanah dan 

air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan 15-40° menepati 

wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi. Maka, diperlukan 

usaha pengawetan tanah dan air. Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi 

ini perlu di pertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang di tetapkan, 

baik dipandang dari segi pontensi,kendala lingkungan,maupun dari segi 

dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahanya. Di samping itu, 

topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah 

penempatan aktivitas yang akan di kembangkan pada suatu daerah. 

Morfologi Wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan 

perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8°-15° dimanfaatkan 

sebagai kawasan pemukiman. Daerah dengan kemiringan di ats 30° 

merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur 

cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan 

daerah landai dan dekat dengan laut yang berpontensi untuk 

pengembangan kegiatan perikanan,pertanian, dan perkebunan. 
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5. Demografi 

Jumlah penduduk berdasarkan perhitungan dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil Kabupaten Jember semester 2 tahun 2016 tercatat 

2.609.206 jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka 

kepadatan penduduk 2015 lebih tinggi dibandingkan dua tahun terakhir 

yaitu 727 jiwa/Km² (tahun 2014) dan 723 jiwa/Km² (tahun 2013). 

Pertumbuhan Penduduk Jember pada tahun 2015 sebesar 0,52 

persen. Tingkat pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan dua 

tahun sebelumnya dimana tahun 2014 mencapai 0,55 persen dan 0,59 

persen pada tahun 2013. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi 

pada wilayah kota kabupaten, seperti kecamatan Kaliwates, Sumbersari, 

dan Patrang dengan tingkat kepadatan tahun 2015 masing-masing 4.628 

jiwa/Km², 3.517 jiwa/Km², dan 2.635 jiwa/Km². Padahal ketiga wilayah 

tersebut memiliki persentase luas wilayah yang relatif kecil terhadap luas 

Kabupaten Jember, dengan proporsi luas masing-masing sebesar 0,76 

persen, 1,12 persen dan 1,12 persen. 

Sedangkan kepadatan penduduk yang terendah berada di 

Kecamatan Tempurejo dengan kepadatan 139 jiwa/Km² dan Kecamatan 

Silo dengan kepadatan 346 jiwa/Km² dengan proporsi luas wilayah 

masing-masing 15,95 persen dan 9,41 persen. 

Secara umum, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada 

penduduk laki-laki. Akan tetapi, perbandingan selama tiga tahun terakhir 

tidak ada peningkatan yang cukup berarti. Dengan rasio jenis kelamin 
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sebesar 96,61 pada tahun 2015 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 

96 penduduk laki-laki. 

Berdasarkan Piramida Penduduk Jember tahun 2010 menunjukkan 

Penduduk Jember didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal yang 

menarik dari Piramida Penduduk Jember Tahun 2015 adalah adanya 

perubahan arah perkembangan penduduk pada usia 65 tahun ke atas 

dengan usia 60-64 tahun. Penduduk usia 65 tahun ke atas (penduduk tua), 

jumlahnya lebih banyak dibanding kelompok penduduk dengan usia yang 

lebih muda. Jika pemerintah berhasil mempertahankan tingkat 

pertumbuhan yang rendah dibanding sebelumnya, maka seharusnya 

jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan 

penduduk usia 60-64 tahun. 

6. Sinergi Program Pusat Dan Daerah 

Pembangunan harus bersinergi antara program pemerintah pusat 

dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Jember dalam menyusun berbagai 

program pembangunan disinergikan dengan program pemerintah pusat 

dalam berbagai sektor. Termasuk merancang program pemerintah yang 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

Untuk itu, semua aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan 

Jember yang bersifat fisik atau non fisik, selalu menjadi perhatian. Agar 

aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan berjalan dengan efektif, 

program pemerintah tidak hanya mengunakan mekanisme top down, 

namun juga bottom up. Pemerintah juga aktif menampung aspirasi 
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masyarakat melalui media sosial seperti facebook fanpage, twitter, 

instagram dan youtube. 

Dari kebutuhan informasi tadi, Pemerintah Kabupaten Jember 

mengerucutkan menjadi program program prioritas. Hasilnya, baru dua 

tahun menjabat, Bupati Jember dr. Hj Faida, MMR dan Wakil Bupati 

Jember Drs. KH. Muqit Arif telah mampu merealisasikan 16 janji kerja 

dari ’22 janji kerja’ yang di programkan. 

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS  

1. Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Di 

Kabupaten Jember 

Sebelum menanyakan tentang tentang pelaksanaan implementasi 

prinsip-prinsip good governance dalam pembangunan di Kabupaten 

Jember. Peneliti harus mengetahui bagaimana pemahaman tentang prinsip-

prinsip good governance dalam suatu pemerintahan yang ada di 

Kabupaten Jember. Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang konsep Good 

governance yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah 

menjelaskan bahwa: 

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah dalam mengelola Pemerintahan sesuai dengan 

kaidah-kaidah good governance. Karena pemerintah ini di bentuk 

karena kesepakatan orang banyak yang dimana melalui pemilihan. 

Artinya bahwa Pemerintah ini ada untuk mengatur dimana mereka 

harus mempunyai otoritas atau kewenangan namun 

kewenangannya harus di batasi oleh aturan yaitu rull of the game. 

Ketaatan dalam mengelola Tata Pemerintahan yang baik, yang baik 

itu apa? Yang baik itu sesuai dengan kaidah-kaidah good 

governance dan peraturan kementerian dalam negeri yang dimana 
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didalamnya terdapat, partisipasi, Aturan Hukum, Transparasi, 

Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Visi strategis.”
49

 

 

Setelah mendapat penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag 

Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara kepada bawahannya yaitu kepada Ibu Dian selaku 

staf di bagian tata Pemerintahan: 

“Setahu saya, kami disini berkerja sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang di berlakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. 

Kami mengikuti semua intruksi sesuai dengan peratuan perundang-

undangan yang ada.”
50

 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Jember berpegang dalam konsep prinsip-prinsip good 

governance. Dimana mereka berpatokan kepada Peraturan Perundang-

Undangan Dan Peraturan Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan 

yang baik. Namun dalam media massa banyak pemberitaan terkait 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember 

yang mengakibatkan adanya surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri 

terkait rekomendasi tentang hasil pemeriksaan khusus terkait sejumlah 

keputusan Bupati Jember, yang dinilai melanggar peraturan perundang-

undangan.
51
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 Bapak Rahmad, konsep  prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember,  09 

April 2020. 
50

 Ibu Dian, konsep  prinsip good governance , diwawancarai oleh anwar nuris, Jember,  09 April 

2020. 
51

 Gempurnews, 23 November 2019 
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2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan 

Di Kabupaten Jember 

Dalam memperkuat data  penelitian ini, maka peneliti melakukan 

survey terkait pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Jember apakah 

sudah baik dalam penerapan good governance.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. Dari 

banyaknya responden tersebut 5% mengatakan bahwa Pemerintah dalam 

penerapannya sudah sangat baik, 50,4% mengatakan bahwa Pemerintah 

dalam penerapannya sudah baik, dan 41,2% mengatakan bahwa 

Pemerintah dalam penerapannya kurang baik. 

a. Prinsip Partisipasi  

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti 

mendapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna 

untuk memajukan kota di Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan 

baik. Salah satu bukti baiknya partisipasi masyarakat yaitu dengan 
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antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi 

berkaitan dengan akan disahkannya suatu peraturan untuk 

pembangunan di Kabupaten Jember terkait dengan kota ramah difabel.  

Menurut Ibu Sutipah selaku ketua dari Koalisi Perempuan 

Indonesia Cabang Jember (KPI) menjelasaskan sebagai berikut: 

“Ketika ada suatu pembangunan yang dilakukan oleh bupati 

jember selalu melibatkan organisasi masyarakat sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat terkait pembangunan, namun disini 

pihak pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat 

untuk ikut serta dalam memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat di Kabupaten Jember. Disini pemerintah 

menyediakan diskom info untuk memudahkan masyarakat 

untuk mengakses kegiatan pembangunan yang ada di 

Kabupaten Jember, meskipun disana masyarakat masih banyak 

yang kurang tau terkait informasi yang diberikan oleh pihak 

pemerintah.”
52

 

 

Menurut bapak Supardi selaku kades di desa Jenggawah beliau 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“setiap pemerintah pusat (Bupati) ingin melakukan suatu 

pembangunan beliau selalu melibatkan para kades untuk di ajak 

rapat sebagai bentuk partisipasi dari salah satu tokoh 

masyarakat di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Jember.”
53

 

 

Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada 

di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“setiap pembangunan yang dilakukan oleh Bupati Jember 

selalu melibatkan masyarakat sekitar ketika dilakukan 

pembangunan di salah satu tempat di kabupaten jember maka 

yang berwenang untuk mengerjakan proyek pembangunan 

adalah masyarakat yang ada disana dengan berkerja sama 

dengan perusahaan yang telah di tunjuk oleh pemerintah.”
54
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 Ibu Sutipah, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020. 
53

 bapak Supardi, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020 
54

 bapak Slamet Arifin, Patisipasi, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 juli 2020 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam prinsip partisipasi atas pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah dimana pembangunan tersebut mengikutsertakan 

masyarakat sekitar sehingga apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah 

tersebut sesuai dengan prinsip good governance. 

Dalam memperkuat data  penelitian ini, maka peneliti 

melakukan survey sebagai berikut:  

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 62,7% mengatakan (iya) bahwa 

Pemerintah dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan tokoh 

masyarakat, dan 28,8% mengatakan bahwa Pemerintah dalam 

mengambil kebijakan tidak melibatkan tokoh masyarakat. 

b. Penegakan hukum 

Hasil penelitian langsung dilapangan yang dilakukan oleh 

peneliti menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh 
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pemerintahan di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance yaitu dalam penegakan hukumnya. 

Dalam hal ini Bapak Rahmad selaku kabag Tata Pemerintahan 

Setda Kabupaten Jember terkait tentang penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember ialah menjelaskan 

bahwa: 

“Pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah 

Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan yang ada. 

Hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya berbagai 

peraturan daerah pada tahun 2019 yang dimana Pemerintah 

mengajukan kepada DPRD Jember pada waktu rapat 

pembahasan RAPBD dan semuanya sesuai dengan pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 

tahun 2019, sehingga semua yang di ajukan oleh pihak 

pemerintahan daerah di terima dan di sahkan menjadi Perda 

tahun 2019.”
55

 

 

Dalam penjelasan yang di paparkan oleh bapak Rahmat selaku 

Pejabat Tata Pemerintahan dimana narasumber sudah menjelaskan 

bahwa dalam segi hukum sudah sesuai dengan dengan peraturan yang 

ada. Dalam hal ini jika di kaji dalam prinsip good governance maka 

apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten jember tersebut 

sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga disahkannya perda 

tahun 2019.  

Untuk menguatkan hasil wawancara di atas peneliti melakukan 

survey. 
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 Bapak Rahmad, Prosedur hukum, di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 12 juli 2020, 09 April 

2020  
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Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 8,4% mengatakan (sangat baik), 

bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat 

sesuai dengan prosedur hukum, 66,4% mengatakan (baik) bahwa 

Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan 

prosedur hukum, dan 21% mengatakan (kurang baik) bahwa 

Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam 

segi prosedur hukumnya. 

c. Transparasi  

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, dengan memilih beberapa narasumber untuk dimintai 

keterangan terkait transparasi pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Jember. 

Menurut bapak Eko salah satu ketua RT di dusun Krajang 

Magli menjelaskan sebagai berikut: 
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“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten 

Jember tidak Transparasi karena tidak melalui tokoh 

masyarakat khususnya ketua RT, dan hasil pembangunan yang 

dilakukan juga tidak di beritahukan kepada masyarakat.”
56

 

 

Menurut bapak Slamet Arifin salah satu masyarakat yang ada 

di lingkungan Jl. Gajah Mada Kabupaten Jember beliau memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“bahwa transparasi di Kabupaten Jember sudah di terapkan 

namun masih kurang. Salah satunya wujud informasi-informasi 

tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten 

Jember namun terkait anggaran yang dilakukan dalam 

pembangunannya masih belum ada benner yang di tempelkan 

di tempat-tempat strategis sehingga transparasi masih kurang 

yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Jember.”
57

 

 

Dalam memperkuat data  penelitian ini, maka peneliti 

melakukan survey sebagai berikut: 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik), 
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 Bapak Eko, tentang prinsip transparasi , di wawancarai oleh anwar nuris, Jember 10 Mei 2020 
57

 bapak Slamet Arifin, tentang prinsip transparasi , di wawancarai oleh anwar nuris, 04 Juni 2020  
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bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi dalam pembangunan 

yang dilakukan sudah sangat baik yang disampaikan kepada para pihak 

tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan masyarakat, 58,8% 

mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam pemberian informasi 

dalam pembangunan yang dilakukan sudah baik yang disampaikan 

kepada para pihak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan 

masyarakat, dan 32,8% mengatakan (kurang baik) bahwa Pemerintah 

dalam pemberian informasi dalam pembangunan yang dilakukan 

kurang baik yang disampaikan kepada para pihak tokoh masyarakat, 

organisasi masyarakat dan masyaraka. 

d. Berkeadilan 

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan 

oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait 

dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember apakah sudah 

merata. Menurut bapak Urkanof selaku ketua RW di Lingkungan 

Kepatihan mengatan sebagai berikut: 

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kebanyakan 

tidak tepat sasaran. Salah satu contoh bantuan yang di berikan 

oleh bupati terhadap masyarakat yang kenak dampak covid 19 

ini kebanyakan salah sasaran karena data yang di pakai itu data 

lama.”
58

 

 

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia 

Cabang Jember mengatan sebagai berikut: 

“Pembangunan yang ada di Kabupaten Jember ini memang 

belum merata sepenuhnya. Contohnya ada program bantuan 

                                                           
58

 Bapak Urkanof, tentang prinsip keadilan , di wawancarai oleh anwar nuris, 11 Mei 2020  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

60 

terkait covid 19 ini ada yang dapat dan ada yang tidak dapat 

padahal yang tidak dapat ini, dia memang terkenak dampak 

terhadap covid 19 itu sendiri.”
59

 

 

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut 

peneliti juga melakukan survey terkait pembangunan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Jember apakah sudah merata dan adil 

sehingga disini menguatkan data yang dimiliki oleh peneliti. 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 5% mengatakan (sangat baik), 

bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat 

baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten 

Jember, 33,6% mengatakan (baik), bahwa Pemerintah dalam 

pembangunan yang dilakukan baik dalam hal pemerataan 

pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 32,8% mengatakan 

(kurang baik) bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan 
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kurang baik dalam hal pemerataan pembangunan yang ada di 

Kabupaten Jember, dan 9,2% mengatakan bahwa pembangunan di 

Kabupaten Jember tidak baik dalam hal pemerataan. 

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa prinsip good 

governance berkeadilan sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten 

Jember. Namun disini masih kurang karena banyaknya pembangunan 

yang tidak tepat sasaran dan program yang dilakukan pemerintah tidak 

tepat. 

e. Akuntabilitas 

Dari hasil penelitian langsung dilapangan yaitu telah dilakukan 

oleh peneliti didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa prinsip good 

governance akuntabilitas sudah diterapkan di pemerintahan Kabupaten 

Jember. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam 

memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

kabupaten jember melalui web Pemkab Jember dan benner yang di 

pasang di tempat-tempat yang strategis, akan tetapi masih ada 

beberapa yang belum di lakukan oleh pihak pemerintahan terkait 

anggaran yang dilakukan dalam pembangunan yang dilakukan oleh 

pihak Kabupaten Jember. 

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang Pelaksanaan 

good governance yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten 

Jember ialah menjelaskan bahwa: 
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“Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sudah sesuai 

dengan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku. Disini 

pemerintah mempunyai suatu forum pimpinan daerah yang 

namanya forkopinda (Forum Komunikasi pimpinan daerah) 

yang dimana nantinya untuk berkomunikasi dengan DPRD, 

Kapolres, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Dalam 

proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah dan aturan yang berlaku dan melibatkan semua pihak 

sehingga pertanggungjawaban terhadap masyarakat disini 

sudah terpenuhi.”
60

 

 

Setelah melakukan wawancara terhadap narasumber tersebut 

peneliti juga melakukan survey terkait akuntabilitas yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Jember, apakah kinerjanya sudah sesuai 

dengan yang di inginkan masyarakat. Sehingga disini menguatkan data 

yang dimiliki oleh peneliti. 

 

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

sebanyak 119 responden telah mengisi pertanyaan yang peneliti buat. 

Dari banyaknya responden tersebut 6,7% mengatakan (sangat baik), 

bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah sangat 

baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja 

pembangunan yang ada di Kabupaten Jember, 57,1% mengatakan 

                                                           
60

 Bapak Rahmad, tentang prinsip akuntabilitas , di wawancarai oleh anwar nuris, 09 April 2020  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

63 

(baik), bahwa Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan sudah 

baik dalam hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja 

pembangunan yang dilakukan selama menjabat dalam pemerintahan di 

Kabupaten Jember, 28,6% mengatakan (kurang baik) bahwa 

Pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan kurang baik dalam 

hal pemberian pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan 

yang ada di Kabupaten Jember, dan 7,6% bahwa Pemerintah dalam 

pembangunan yang dilakukan tidak baik dalam hal pemberian 

pertanggungjawaban terhadap kinerja pembangunan yang ada di 

Kabupaten Jember.  

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam 

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pemerintahan Di Kabupaten Jember 

a. Kepemimpinan 

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti. Dimana peneliti memilih beberapa Narasumber untuk 

dimintai pendapat terkait kepemimpinan yang dijalan oleh Bupati 

selama masa menjabat.  

Menurut Bapak Rahmad selaku pejabat di pemerintahan beliau 

menjelaskan sebagai berikut:  

“kepemimpinan yang dilakukan oleh bupati selama masa 

jabatannya ini selama ini baik-baik saja. Buktinya pada tahun 

2019 semua anggaran yang di ajukan oleh bupati di setujui 

semua oleh pihak DPRD Jember, tapi di tahun 2020 ini 

anggaran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah semuanya belum di setujui. Saya tidak tahu kenapa 
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begitu, namun kedua belah pihak ini saling teguh dalam 

pendirian masing-masing sehingga akibatnya masyarakat yang 

di rugikan.”
61

 

 

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia 

di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut: 

“kepemimpinan yang dilakukan oleh Ibu Bupati ini cukup 

baiklah, dimana beliau selalu mengajak masyarakat untuk ikut 

serta dalam pembangunan. Salah satu contonya kami di ajak 

rapat terkait pembahasan menyangkut HAM yang menjadi 

prioritas Ibu Bupati. Berbeda sama Pemerintahan sebelum-

sebelumnya yang dimana lebih fokus kepada infrasuktur saja 

berbeda dengan Bupati yang sekarang. Meskipun banyak 

kekurangan dalam Kepemimpinannya yang dimana sekarang 

banyak masalah dengan pihak DPRD Jember.”
62

 

 

Dari hasil wawancara di atas, Peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini 

masih kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait 

Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak 

DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan 

anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini. 

b. Komunikasi 

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat beberapa hal yang 

dapat menghambat antara lain kurangnya komunikasi dan interaksi  

antara pihak pemangku jabatan sehingga mengakibatkan permasalahan 

dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2020 tersebut tertunda.  
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Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember terkait tentang faktor dan 

penghambat penyusunan RAPBD  yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governanceyang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember 

ialah menjelaskan bahwa: 

“prinsip-prinsip proses pembuatan Perda APBD ini melalui 

usulan dari pihak eksekutif (Bupati) kepada DPRD dalam 

perkembanganya sering terjadi ketika DPRD tidak menyetujui 

namun bupati memaksa sehingga deklok padahal ini ada batas 

waktunya bahwa sanya idealnya itu minimal 2 November itu 

APBD itu harus segera di sepakati dan di sahkan menjadi 

peraturan daerah. Namun komunikasi antara Bupati Jember dan 

DPRD seperti itu maka akan menghambat proses tersebut”.
63

 

 

Dalam hal-hal yang menghabat penerapan prinsip-prinsip good 

governance dalam meningkatkan kualitas suatu pembangunan dalam 

pemerintahan di Kabupaten Jember. Ini dapat dilakukan beberapa 

tindakan untuk mengatasinya. Misalnya dengan lebih sering 

mengadakan komunikasi dan interaksi dengan pihak DPRD terkait 

RAPBD sehingga ketika melakukan siding dalam pembahasan 

rancangan tersebut berjalan dengan lancar dan saling menyepakati 

antara kedua belah pihak karena DPRD adalah interprentasi dari suara 

rakyat. 

Kemudian dengan membuat suatu rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governance maka semuanya akan berjalan dengan baik sehingga 

dalam pembahasan yang akan di ajukan oleh pihak pemerintahan 
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kepada DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan oleh 

menteri dalam negeri. Dalam hal ini akan tercipta suatu tatanan 

pemerintahan yang baik yang sesuai dalam prinsip-prinsip good 

governance. 

c. Sumber Daya Manusia 

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan mewawancarai beberapa narasumber sebagai 

berikut: 

Dalam penjelasan dari Bapak Rahmad selaku kabag Tata 

Pemerintahan Setda Kabupaten Jember sebagai berikut: 

“seorang Pemimpin harus bisa meningkatkan kualitas dan 

kemampuan dalam memcapai suatu pembangunan namun 

terkait tentang birokrasi ini Bupati disini masih kurang 

memahami sehingga banyak peraturan yang di terobos oleh 

bupati yang menyebabkan adanya teguran dari Pejabat 

Pemerintah yang lebih tinggi”.
64

 

 

Menurut ibu Sutipah selaku ketua Koalisi Perempuan Indonesia 

di Cabang Jember mengatakan sebagai berikut: 

“menurut kami ibu Bupati ini sangat baik meskipun ada 

beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam pemeritahan 

beliau. Yaitu tentang pemahaman birokrasi, kerja sama dll”.
65

 

 

Menurut bapak Urkanof selaku ketua ketua RW di Lingkungan 

Kepatihan mengatan sebagai berikut: 

“ saya tidak tahu, namun saya lihat Pemerintahan yang sekarang 

ini birokrasinya masih kurang baik buktinya terkait masalah 

dengan pihak DPRD Jember tentang kesepatan anggaran 

pembangunan pada tahun 2020 ini masih belum di sepakati”.
66
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Berdasarkan keterangan datas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan SDM adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi kerja ataupun SDM itu sendiri untuk meningkatkan 

pengetahuan keterampilan sehubungan dengan tugas-tugas organisasi. Dari 

penjelasan di atas jika di kaitkan dengan keadaan pemerintahan di Kota 

Jember maka salah satu penyebabnya ialah pejabat Pemerintah kurang 

menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini berdampak 

kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember sendiri.  

C. PEMBAHASAN TEMUAN 

1. Konsep Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Di 

Kabupaten Jember 

Dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Jember berpegang 

dalam konsep prinsip-prinsip good governance. Dimana mereka 

berpatokan kepada Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan 

Kemendagri dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik. 

Sehingga peraturan tersebut sebagai acuan dalam penerapan 

prinsip-prinsip good governance dalam penyusuhan anggaran dalam 

pembangunan di Kabupaten Jember. 

Namun ada permasalahan dalam penyelenggaraannya meskipun 

berpegang teguh kepada peraturan dalam realita di lapangan tidak sesuai. 

Dalam hal ini banyak media massa yang menulis tentang dugaan 

pelanggaran bupati, dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten 

Jember mendapatkan teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi 
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yang dilakukan oleh Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak 

dipatuhinya  rekomendasi Komisi ASN (KASN).
67

 

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan 

Di Kabupaten Jember 

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jember dimana 

pelaksanaannya masih kurang, meskipun dari sisi Hak Asasi Manusia 

Kabupaten Jember sangat baik dan antusias namun dalam sisi 

pembangunan dan administrasi sangat kurang. Hal ini yang membuat 

pemerintahan kabupaten jember tidak berjalan dengan baik. Sehingga 

banyak permasalahan disana, dari dugaan pelanggaran perundang-

undangan. Mulai manajemen aparat sipil Negara (ASN), penggunaan 

kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, dan pengelolaan keuangan 

daerah yang berakibat masif pada ASN serta kepada Masyarakat.  

Selain itu, adanya Peraturan Bupati Jember Tentang Kedudukan, 

Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja (KSOTK) pada 

3 Januari 2019, yang di duga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. “Termasuk dugaan pelanggaran 

terhadap surat dari Mendagri yang dilanjutkan oleh Gubenur Jatim.
68

 

Bukan hanya itu saja baru-baru ini pihak DPRD Jember memutuskan dan 

melayangkan Pemakzulan Bupati Jember, dimana Pemakzulan tersebut 

berimbas kepada keberlangsungan politik Bupati Jember dan pihak DPRD 
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Jember akan mengajukannya kepada MA untuk mengabulkan hal 

tersebut.
69

 

Hal ini lantas mempengaruhi terhadap kinerja Pemerintahan yang 

ada di Kabupaten Jember sehingga berdampak kepada pembangunannya. 

Akibatnya dampak tersebut ke masyarakat Jember dimana meraka tidak 

bisa merasakan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember. 

3. Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam 

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pemerintahan Di Kabupaten Jember 

Penundaan pembahasan anggaran yang di lakukan oleh DPRD 

Jember dengan pihak Bupati berkaitan dengan tidak adanya kuota CPNS 

dalam rekrutmen tahun ini untuk jember. Namun belakangan terungkap 

persoalan-persolan serius. Salah satunya adalah terbitnya surat teguran dari 

Mendagri. 

Sebagaimana diberitakan, DPRD Jember menunda pembahasan 

hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri dalam 

Negeri Tito Karnavian melalui Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan 

surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK 

(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja), dan 

tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri mengenai Peringatan atas 
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pergantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Kabupaten Jember
70

. 

Hal ini menjadi salah satu PR bagi pemerintah untuk memperbaiki 

sistem yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga 

tata kola dalam pembangunan untuk memajukan kota di Kabupaten 

Jember berjalan dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Prinsip-prinsip 

Good Governance dalam memajukan Kabupaten Jember. Maka peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi  prinsip-prinsip good governance dalam memajukan 

Kabupaten  Jember yang dimana berpatokan kepada Peraturan Perundang-

undanga namun dalam realita di lapangan tidak sesuai. Dalam hal ini 

banyak media massa yang menulis tentang dugaan pelanggaran bupati, 

dimana dalam hal ini pemerintahan di Kabupaten Jember mendapatkan 

teguran dari Kementrian dalam Negeri terkait Mutasi yang dilakukan oleh 

Bupati Jember yang diduga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2015 tentang ASN, dan tidak dipatuhinya  rekomendasi Komisi 

ASN (KASN). 

2. Pelaksanaan Prinsip-prinsip good governance dalam memajukan 

Kabupaten Jember, masih kurang karena banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan dari 

dugaan pelanggaran perundang-undangan. Mulai manajemen aparat sipil 

Negara (ASN), penggunaan kewenangan pejabat administrasi Pemerintah, 

dan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat masif pada ASN serta 

kepada Masyarakat sehingga yang berakibat kepada Pemakzulan Bupati 

Jember oleh pihak DPRD Jember hal ini berpengaruh terhadap 
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pelaksanaan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember sehingga 

berakibat terhadap kinerja Bupati Jember. 

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyusunan RAPBD Dalam 

Melaksanakan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Di 

Kabupaten Jember yaitu Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang 

telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat 

beberapa hal yang dapat menghambat antara lain:  

a. Kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak Pemerintah disini masih 

kurang maksimal karena banyak hambatan dan kendala terkait 

Pemerintahannya. Salah satu contoh pihak Pemerintah dan pihak 

DPRD Jember belum menemukan kata sepakat dalam pembahasan 

anggaran pembangunan pada tahun 2020 ini. 

b. Komunikasi dan interaksi  antara pihak pemangku jabatan sehingga 

mengakibatkan permasalahan dalam penyusunan RAPBD pada tahun 

2020 tersebut tertunda. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus 

untuk pemangku pemerintah antara Bupati dan DPRD untuk 

mementingkan nasib masyarakatnya karena apabila hal itu tertunda 

maka akan berdampak pada proses pembangunan yang ada di 

kabupaten Jember. 

c. Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pemerintah kurang 

menguasai bagaimana berorganisasi yang baik sehingga hal ini 

berdampak kepada pembangunan yang ada di Kabupaten Jember 

sendiri.  
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B. Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas peneliti menyarankan: 

1. Agar pemerintah Kabupaten Jember tetep mempertahankan prosedur yang 

ada sehingga akan tercipta suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance yang ada; 

2. Agar Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan prinsip-prinsip 

good governance mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam 

pembangunan yang akan di lakukan oleh pemerintah sehingga 

pembangunan yang akan di lakukan sesuai dengan aspirasi rakyat. 

Kemudian untuk meningkatkan akses transparasi tentang dana 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat ikut 

serta mengawasi proses pemerintahan di Kabupaten Jember; 

3. Untuk para pemangku jabatan, terutama pihak Bupati dan DPRD Jember 

untuk lebih mengedepankan dan mementingkang hidup masyarakatnya 

ketika melakukan pembahasan suatu anggaran sehingga hal yang di bahas 

sesuai dan tepat sasaran. Kemudian komunikasi antara kedua penguasa 

tersebut tetap terjalin dengan baik apabila nanti ada kekeliruan terkait 

masalah pembuatan peraturan daerah maka di lakukan bersama tanpa ada 

yang saling merasa lebih kuasa karena hidup masyarakat Jember ada di 

tangan anda semua. 
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DRAFT PERTANYAAN 

“Implementasi Prinsip-Prin Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten 

Jember” 

 

1. Apa itu implementasi prinsip-prin good governance dalam suatu 

Pemerintahan? 

2. Bagaimana Pemahaman tentang implementasi prinsip-prin good governance 

dalam suatu Pemerintahan? 

3. Apakah pelaksanaan prinsip-prin good governance dalam suatu Pemerintahan 

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? 

4. Dalam prinsip good giovernance ada beberapa macam prinsip disana dan 

semuanya sudah sesuai dengan prinsip tersebut? 

5. Bagaimana bentuk transparasi pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahannya? 

6. Apa bentuk transparasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

menjalankan pemetrintahannya? 

7. Bagaimana bentuk penegakan hukum dari pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahannya? 

8. Apa bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahannya?  

9. Bagaimana bentuk partipasi dari masyarakat dalam membantu 

pemerintahannya? 

10. Apa bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya?  
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11. Bagaimana bentuk keadilan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya 

terhadap masyarakat? 

12. Apa bentuk penegakan hukukeadilan  yang telah dilakukan oleh pemerintah 

dalam menjalankan pemerintahannya terhadap masyarakat?  

13. Bagaimana bentuk akuntabilitas dari pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahannya? 

14. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan yang dijalankan oleh pihak 

pemerintah? 

15. Bagaimana bentuk komunikasi dari pemerintah dan masyarakat? 

16. Bagaimana sumber daya manusia pemerintahan terhadap pemahaman 

birokrasi
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